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PUTUSAN 
Nomor : 122/G/2017/PTUN.BDG 


“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“ 


Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, 
dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama 
dengan Acara Biasa, dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di 
Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung telah mengambil Putusan, dalam 


Sengketa antara:------------------------------------------------------------------------------ 


Linda Sahara, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat 
tinggal Jalan Cipaganti Permai | Nomor : 7 Rt 01 Rw 03, 
Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, 


dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : 

1. Erdi D. Soemantri, SH;---------------------------------------- 
2. Ebneser Damanik,SH.;--------------------------------------- 
3. Ace Handiman,SH;-------------------------------------------- 


Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan 
Advokat pada Kantor Advokat LAW Office/ Kantor 
Hukum Erdi D. Soemantri,SH & Rekan, beralamat di 
Jalan Batik Kumeli No. 1 Sukaluyu, Kota Bandung, 
masing-masing dapat bertindak secara bersama-sama 
maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa 
khusus tertanggal 27 September. 2017, Untuk 


selanjutnya disebut sebagai Penggugat,:------------------- 
Melawan 


1. Nama Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Bandung;------------------------------------------------------ 


Tempat Kedudukan : Jalan Ambon No. 1 B Kota Bandung,------------------ 
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Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 

1. Edi Razali Zein,SH : Kepala Bidang 
Pemanfaatan Data dan 
InovaSi:--------------------- 

2. Hj. Siti Wahyuni,SH : Kepala Bidang 
Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk,------------ 

3. Dendi Hermasyah,SE : Kasi Kelahiran :------------ 

4. Drs. H. Hickmat Mulyana,M.Si : Kasi 


Pemanfaatan Data dan 


Dokumen 
Kependudukan:------------ 
5. Neti Herawati, SH : Pelaksana :----------------- 
Semuanya berkewarganegaran Indonesia, 


Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pada Kantor 
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 
Pemerintahan Kota Bandung, alamat Kantor di 
Jalan Ambon No 1 B Kota Bandung, berdasarkan 
surat kuasa khusus Nomor 800/1675.1/Disdukcapil 


tertanggal 10 Oktober 


Ada penambahan surat kuasa dari Tergugat 


kepada 


1. H. Bambang Suhari,SH:Kepala Bagian Hukum 
pada Sekretariat Daerah 
Kota Bandung,------------- 
2. Santosa Lukman Arief,SH : Kepala Sub Bagian 


Bantuan Hukum dan Hak 
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Asasi Manusia (HAM) 
pada Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kota 
Bandung;-------------------- 
3. Muhammad Qadafi,SH: Fugsional Umum pada 
Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kota 
Bandung:-------------------- 
4. Dodi Iskandar,SH: Fugsional Umum pada Bagian 
Hukum Sekretariat 
Daerah Kota Bandung:--- 
5. R. Yuyi Yuliani,SH : Fugsional Umum pada 
Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kota 
Bandung:-------------------- 
6. Mohammad Afghan Ridho,SH: Fugsional Umum 
pada Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kota 
Bandung:------------------.- 
7. Puja Suryaningrat,SH,MH: Fugsional Umum pada 
Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kota 
Bandung:------------------.. 
8. Kartiyah,SH: Fugsional Umum. pada Bagian 
Hukum Sekretariat 
Daerah Kota Bandung:--- 
Semuanya berkewarganegaran Indonesia, Pekerjaan 
Pegawai Negeri Sipil, Bagian Hukum pada Sekretariat 
Daerah Kota bandung, alamat Kantor Jalan 


Wastukancana No. 2 Bandung, berdasarkan surat 
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kuasa khusus Nomor : 800/1809-Disdukcapil tanggal 7 


Nopember 2017;--------------------------------------------------- 

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat,------- 

2. Rosiyati, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Jalan BKR 
No 125 Rt 005 Rw 002, Kelurahan Cigereleng, 


Kecamatan Regol, Kota Bandung, Propinsi Jawa 


Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ------ 
1. Adherie Z. Sitompul,SH.,MIP,CLA.,Brev.AB,-------------- 
2. Fachri, SH;---------------------- ad- a Ag ane nan nana nan maan 
3. Faris,SH;-------------------20 =- a- PA ana ena aan aa aa NAN N NAN NNUN 
4. Dahlan Lulang, SH;---------------------------------------------- 
5. Muhamad Fahri, SH;--------------------------------------------- 
6. Edi Dahlan,SH;--------------------------------------------------- 
7. Saymsul Ma’Arief,SH;---------------------------------------- 

8. M. Syafi'Subakti Kurniawan, SH;----------------------------- 


Semuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan 
Advokat, alamat Jalan Kampung Melayu Kecil II No. 
8 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, 
Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta 
dan dapat bertindak baik secara bersama-sama 
maupun sendir-sendiri, berdasarkan surat kuasa 
khusus Nomor :  014/SK/PP-RI.BPH-NMS/TUN- 


BDG/XI/2017 tertanggal 21 November 2017,------------ 


Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II 


Intervensi 1;------------------------------------------------------- 


3. Rosiyani, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Jalan 
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Jenderal Sudirman No. 55 B Rt 005 Rw 002, 
Kelurahan Karanganyer, Kecamatan Astanaanyar, 
Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini 


memberikan kuasa kepada 


1.Adherie Z. Sitompul,SH.,MIP,CLA.,Brev.AB;---------- 


2. 


Fachri, SH;-------------------------------- Sae AEE 

3. Faris, SH)--------------------n0nond0n0tan satu nonennenennanenuan 
4.Dahlan Lulang,SH;-----+------------------------------------- 
5 Muhamad Fahri, SH;------------------------------------------ 
6. Edi Dahlan,SH;----------------------------------------------- 


7. Saymsul 


Ma'Arief,SH;--------------------------------------- 
8. M. Syafi'Subakti Kurniawan,SH;------------------------- 


Semuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan 
Advokat, alamat Jalan Kampung Melayu Kecil II No. 
8 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, 
Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta 
dan dapat bertindak baik secara bersama-sama 
maupun sendir-sendiri, berdasarkan surat kuasa 
khusus Nomor :  015/SK/PP-RI.BPH-NMS/TUN- 


BDG/XI/2017 tertanggal 21 November 2017,------------ 


Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II 


Intervensi 2;------------------------------------------------------- 
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Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;------------------------------------ 
Telah membacaj;--------------------------------------------------------------------------------- 


1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 
122/Pen-Dis/2017/PTUN.BDG tanggal 4 Oktober 2017 tentang Lolos 


Dismissal;----------------------------------------------------------------------------------- 


2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 
122/Pen-MH/2017/PTUN.BDG tanggal 4 Oktober 2017 tentang 
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan 


menyelesaikan sengketa tersebut;---------------------------------------------------- 


3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 
Nomor: 122/PEN-PP-JS/2017/IPTUN.BDG tanggal 4 Oktober 2017 


tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti :---------- 


4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara 
Bandung Nomor : 122/PEN-PP/2017/PTUN.BDG tanggal 4 Oktober 


2017 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;------------------------------------ 


5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara 
Bandung Nomor : 122/PEN-HS/2017/PTUN.BDG tanggal 25 Oktober 


2017 tentang Hari Sidang;-------------------------------------------------------------- 


6. Surat Permohonan Rosiyanti dan Rosiyani, tertanggal 22 November 
2017 untuk masuk sebagai pihak dalam perkara No. 122/6/2017/PTUN- 
BDG melalui Kuasa Hukumnya Fachri,SH,Dkk, berdasarkan surat kuasa 
khusus Nomor : 015/SK/PP-RI.BPH-NMS/TUN-BDG/X1/2017 tertanggal 


21 November 2017 untuk membela hak dan kepentingannya,--------------- 


7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 
122/Pen-MH/2017/PTUN.BDG tanggal 29 November 2017 tentang 


Penunjukan pengantian Hakim Angota Il;------------------------------------------- 
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8. Putusan Sela No. 122/G/2017/PTUN-BDG tanggal 29 November 2017 
yang menetapkan Rosiyati sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Rosiyani 


sebagai Tergugat II Intervensi 2;------------------------------------------------------ 


9. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 
Nomor: 122/6G/2017/PTUN.BDG tanggal 31 Januari 2018 tentang 
Penunjukan Penggantian Panitera 


Pengganti;------------------------------------- 


10. Telah membaca berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak 


yang bersengketa dalam persidangan ;--------------------------------------------- 
TENTANG DUDUK SENGKETA 


Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 3 Oktober 
2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara 
Bandung pada tanggal 3 Oktober 2017 dengan Register Perkara Nomor : 
122/G/2017/PTUN-BDG dan telah diperbaiki tanggal 25 Oktober 2017 yang 
tuntutan pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara 
Bandung menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha 


Negara berupa:---------------------------------------------------------------------------------- 
Yang menjadi Obyek gugatan dalam perkara Kami ini adalah ; -------------------- 


1 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 49/ 2004 tertanggal 27 Juli 2004, CSL : 


0061278, Atas Nama Tiffany Bertha Suryani, dan ;------------------------------ 


2 Kutipan Akta Kematian Nomor :3273-KM-26102015-0011 tertanggal 26 


Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang Putra ; --------------------- 


Dengan diterbitkannya Kutipan Akta / Surat Keputusan Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tersebut diatas 
menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dimana secara nyata sangat 


merugikan Penggugat, yang mana dengan mendasarkan pada Keputusan 
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Tergugat tersebut terdapat pihak Ketiga yang memiliki hak terhadap 
kepemilikan dan pewarisan maupun hak-hak lainnya yang melekat dari 
Almarhum Kakak Kandung Penggugat, serta terdapat akibat hukum lainnya 
yang secara nyata sangat merugikan Penggugat. Dan oleh karenanya 
Penggugat memohon agar diputuskan untuk dilakukan Pembatalan terkait 


dengan hal tersebut. ;----------------------------------------------------------------------==--- 
Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;-------------------------------------------------- 


Mengingat gugatan ini telah di daftarkan di Kepaniteraan pengadilan Tata 
Usaha Jawa Barat pada tanggal 3 Oktober 2017, dengan mendasarkan serta 
mempertimbangkan ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan merujuk pada Vonis atau Putusan 
Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 300/Pid.B/2017/PN.Bdg Jo. No. 
214/Pid/2017/PT.Bdg atas nama Terdakwa Rosiyani Jo. Putusan Nomor : 
608/Pid.B/2017/PN.Bdg, atas nama Terdakwa / Terpidana Drs. Wawan 
Deniawan dan Suryantoni. Hermawan, SH.I, yang secara keseluruhan 
Keputusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap ( Inkracht van 
gewijsde ) pada tanggal 5 September 2017 dan 6 September 2017, terkait 
dengan Penggunaan dan Pembuatan Surat Palsu sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 263 maupun 266 KUHPidana, yang dipergunakan dalam 
pengajuan Kutipan Akta Catatan Sipil, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 
49/ 2004 tertanggal 27 Juli 2004, CSL : 0061278, Atas Nama Tiffany Bertha 
Suryani, dan Kutipan Akta Kematian Nomor :3273-KM-26102015-0011 
tertanggal 26 Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang Putra, yang 
diterbitkan oleh Tergugat dan menurut ketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 
1986 tersebut diatas Putusan Pidana No. 608/Pid.B/2017/PN.Bdg dan 
Putusan Pidana No. 214/Pid/2017/PT.Bdg masih dalam tenggang waktu yang 


diperkenankan atau setidak-tidaknya kurang dari 90 hari. ;-------------------------- 
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Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;---------------------------------------- 


1. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 Jo. Pasal 6 Jo. Pasal 47 Jo. Pasal 50 Jo. 
Pasal 54 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara, terkait suatu penetapan dalam bentuk tertulis yang 
dikeluarkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk pula Kutipan 
Akta Kelahiran Nomor : 49/ 2004 tertanggal 27 Juli 2004, CSL : 0061278, 
Atas Nama Tiffany Bertha Suryani, dan Kutipan Akta Kematian Nomor : 
3273-KM-26102015-0011 Tertanggal 26 Oktober 2015 atas nama Kinaria 
Santosa Encang Putra adalah merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha 
Negara / Tergugat yang masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha 
Negara. Dan terhadap produk Pejabat Tata Usaha Negara ini terdapat 


Cacat Yuridis. j--------------------------------------=--==------------------------------------ 


2. Bahwa, karena sifatnya ketetapan tersebut merupakan suatu beschiking I 
kebijakan dari lembaga pemerintahan / Pejabat Tata Usaha Negara, maka 
pengajuan gugatan ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata 
Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 1986, tentang 


Peradilan Tata Usaha Negara. ;--------------------------------------------------------- 


Dan oleh karenanya dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada 
Pengugat melihat / menemukan fakta hukum Obyek Gugatan dari tergugat 
yang terdapat saling keterkaitan serta berhubungan antara satu dan lainnya, 
seperti yang kami kemukakan diatas sebelumnya maka Gugatan ini telah 
masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Bandung Kota 
Bandung, sehingga merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha 
Negara untuk memeriksa serta memutus Gugatan ini. 


j7--------------------------- -= Alasan Alasan Gugatan ; 
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Terhadap apa yang telah kami kemukakan tentunya dapat kami kemukakan 


dasar — dasar yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagai berikut ; ------ 


1) Bahwa, Penggugat memiliki kakak kandung yang bernama Kinaria 
Santosa Encang Putra, yang semasa hidupnya telah bersama-sama 


dengan Penggugat memiliki usaha bersama. ;------------------------------------ 


2) Bahwa, pada tanggal 16 bulan Juni tahun 2015 Kinaria Santosa Encang 
Putra telah meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan dari. RS 
Santo Boromeus tertanggal 16 Juni 2015 dan Kutipan Akta Kematian dari 
Pencatatan Sipil Nomor : 557/UMUM/2015 tanggal 24 Juni 2015, yang 
dimohonkan oleh Penggugat. ;------------------------------==-------------------------- 
Dan terhadap Kutipan Akta Kematian ini Tergugat menerbitkan kembali 
Kutipan Akta Kematian terhadap orang yang sama, dengan Pemohon 
Sdri. Sri Yuliani ( kuasa dari Sdri Rosiyani ), dan Tergugat menerbitkan 
Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-26102015-0011, atas nama 
Kinaria Santosa Encang Putra, yang secara yuridis telah diterbitkan akta 


kematian sebelumnya, oleh Tergugat. ;----------------------------------------------- 


3) Bahwa, sebagaimana Vonis atau Putusan Pengadilan Negeri Bandung 
Nomor : 300/Pid.B/2017/PN.Bdg Jo. No. 214/Pid/2017/PT.Bdg atas nama 
Terdakwa Rosiyani Jo. Putusan Nomor : 608/Pid.B/2017/PN.Bdg, atas 
nama Terdakwa / Terpidana Drs. Wawan Deniawan dan Suryantoni 
Hermawan, SH.I, yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap ( 
Inkracht van gewijsde ) Penggugat telah secara jelas dan tegas secara 
yuridis dapat menyatakan Akta Nikah Nomor : 351/146/VI/1994 tanggal 
25 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA ) 
Rancaekek Kabupaten Bandung atau dengan menggunakan Duplikat 
Akta Nikah Nomor : 675/29/XI1I/2001 tanggal 31 Desember 2015 yang 


dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Cicendo Kota 
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Bandung, telah dinyatakan secara hukum Palsu. Dan oleh karenanya 
terhadap turunan yang mempergunakan Akta Nikah A quo dapat 
dinyatakan cacat yuridis, termasuk Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 49 / 
2004, atas nama Tiffany Bertha Suryani tertanggal 27 Juli 2004 dan 
Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-26102015-0011 tertanggal 26 
Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang Putra yang diterbitkan 


oleh Tergugat. ;----------------------------------------------------------------------------= 


4) Bahwa, Pengugat baru mengetahui Almarhum Kakak Penggugat memiliki 
seorang Isteri pada saat meninggalnya, karena berdasarkan Pengakuan 
dari yang bersangkutan ( Sdri Rosiyani ). Dan kemudian yang 
bersangkutan menyampaikan memiliki Buku Nikah dan ternyata di 
kemudian hari Penggugat mengetahui terdapat pula Kutipan Akta 
Kelahiran Anak yang Dinyatakan dari pernikahan Almarhum Kakak 
Penggugat dengan Sdr. Rosiyani yang diterbitkan oleh Tergugat dengan 


mengunakan Buku Nikah tersebut. ;--------------------------------------------------- 


5) Bahwa, Buku Nikah yang Penggugat ketahui sebagaimana terdapat 
dalam Bukti perkara Pidana Nomor : 300/Pid.B/2017/PN.Bdg Jo. No. 
214/Pid/2017/PT.Bdg atas nama Terdakwa Rosiyani Jo. Putusan Nomor : 
608/Pid.B/2017/PN.Bdg, atas nama Terdakwa / Terpidana Drs. Wawan 
Deniawan dan Suryantoni Hermawan, SH.I, yang telah mendapatkan 
Keputusan / Vonis yang telah berkekuatan hukum yang tetap ( Inkracht 
Van Gewijsde ), dan terhadap bukti Buku/Akta Nikah Nomor 
351/146/V1/1994 tanggal 25 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor 
Urusan Agama ( KUA ) Rancaekek Kabupaten Bandung atau dengan 
menggunakan Duplikat Akta Nikah Nomor : 675/29/X11/2001 tanggal 31 


Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ( KUA ) 
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Kecamatan Cicendo Kota Bandung dalam amar putusannya 


diperintahkan untuk dirampas dan dimusnahkan. :------------------------.00000.. 


6) Bahwa, dengan menggunakan Buku Nikah / Akta Nikah yang telah 
dinyatakan Palsu tersebut telah secara nyata dipergunakan sebagai 
salah satu syarat untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.: 49 / 
2004 CSL : 0061278, atas nama Tiffany Bertha Suryani tertanggal 27 Juli 
2004 dan Kutipan Akta Kematian Nomor :3273-KM-26102015-0011 
tertanggal 26 Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang Putra 
yang diterbitkan oleh Tergugat, dan oleh karenanya dasar atau syarat 
tersebut baru diketahui oleh Penggugat setelah terdapat Keputusan / 
vonis Pengadilan yang menyatakan Kutipan / Akta Nikah / Buku Nikah 
yang dipergunakan sebagai syarat tersebut ternyata sebagai Surat Palsu, 
maka Penggugat melihat Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Kematian 
tersebut sebagai suatu kesalahan maupun kekhilafan dalam proses 
administrasi negara yang patut dilakukan pembatalan terhadap Kutipan 
Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kematian tersebut, serta pencoretan 
dalam buku register catatan sipil yang terdapat pada Tergugat, sehingga 


terdapat suatu kepastian hukUmM.;----------------------------------------------------- 


7) Bahwa, sebagaimana terdapat dalam pertimbangan putusan perkara In 
Casu telah dapat dilihat Penetapan Pengadilan Nomor: 
300/PDT.P/2004/PN.BDG terkait keterlambatan mendaftarkan atau 
mencatatkan kelahiran anak yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri 
Bandung sehingga dapat disimpulkan dari pertimbangan Majelis Hakim 
dalam perkara Aquo dinyatakan batal demi hukum atau tidak memiliki 
kekuatan hukum, karena syarat permohonan dalam pengajuan 


penetapan tersebut menggunakan surat yang dinyatakan palsu, sehingga 
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telah lengkap dasar dari Gugatan ini untuk membatalkan Kebijakan atau 


Keputusan Tergugat tersebut serta telah berdasarkan hukum. ;--------------- 


8) Bahwa, terdapat keterangan kesaksian dari petugas yang bertugas di 
bagian seksi kelahiran dan kematian di tempat Tergugat, yang pada 
pokoknya menjelaskan terdapat pengajuan yang menggunakan surat- 
surat yang telah dinyatakan Palsu oleh Keputusan Pengadilan Negeri 
Bandung, dalam perkara pidana Nomor : 300/Pid.B/2017/PN.Bdg jo. 
Nomor : 214/Pid/2017/PT.Bdg jo. Nomor : 608/Pid.b/2017/PN.Bdg yang 
telah memiliki kekuatan hukum yang tetap ( Inkracht Van Gewijsde ) pada 
tanggal 5 dan 6 September 2017 terhitung sejak pemberitahuan putusan 
yang disampaikan kepada Kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 23 
Agustus 2017 dan Kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Agustus 
2017 dan tenggang waktu 14 hari hingga hari ini tidak terdapat Upaya 
hukum untuk itu dan terhadap perkara Nomor : 608/Pid.b/2017/PN.Bdg, 
atas nama Terdakwa Drs. Wawan Deniawan dan Suryantoni Hermawan, 
SH.I. telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak tanggal 24 Agustus 
2017, terhitung sejak Putusan diucapkan dan Tidak terdapat Upaya 
Hukum terhadap perkara Aquo, dan oleh karenanya membutuhkan 


pembatalan terhadap Obyek Gugatan dimaksud.;-------------------------------- 


9) Bahwa, keterangan saksi tersebut sebagai Petugas di Bagian Pencatatan 
Kelahiran dan Kematian merupakan fakta hukum yang secara jelas 
menunjukkan penggunaan surat Palsu tersebut sebagai syarat di 
terbitkannya Keputusan oleh Tergugat, dan secara nyata Keputusan 
Tergugat ( Beschiking ) tersebut mengandung Cacat Hukum atau cacat 


yuridis dan Batal Demi Hukum. Dimana Objectum Litis Tergugat berupa : 


1) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 49/ 2004 tertanggal 27 Juli 2004, CSL 


: 0061278, Atas Nama Tiffany Bertha Suryani, dan ;------------------------- 
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2) Kutipan Akta Kematian Nomor :3273-KM-26102015-0011 Tertanggal 


26 Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang Putra ;-------------- 


10) Bahwa, dengan belum terdapatnya pembatalan terhadap Surat 
Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, tentunya hal ini sangat 
merugikan Penggugat dimana potensi Penggunaan Surat yang Cacat 
Yuridis tersebut dapat membawa implikasi hukum bagi Penggugat. 
Disamping itu secara jelas dan nyata berdasarkan keterangan saksi dari 
KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Rancaekek Kab. Bandung, Buku Nikah 
| Akta Nomor : 351/146/VI/1994 tanggal 25 Juni 1994 yang dikeluarkan 
oleh Kantor Urusan Agama ( KUA ) Rancaekek Kabupaten Bandung, 
dinyatakan Tidak Tercatat Atas Nama Rosiyani dan Kinaria E.P. 
(Almarhum kakak Penggugat ) akan tetapi tercatat atas nama orang lain 
yaitu Sopyan Ansori Wijaya dan Eneng Imas Yusmati. Dan tanda tangan 
yang terdapat pada Buku Nikah tersebut Bukan Tanda Tangan Petugas 
Kua Yang Bersangkutan / Yang Berwenang Menurut Keterangan Saksi 
Selaku Petugas Kua Rancaekek. Sehingga akta / buku nikah yang 
diajukan guna mendapatkan Keputusan dari Tergugat telah secara nyata 


tampak Cacat Yuridis dan telah dinyatakan Palsu.;------------------------------ 


11) Bahwa, berdasarkan apa yang telah kami kemukakan dapat terlihat fakta- 
fakta hukum yang kuat terkait Gugatan Penggugat terhadap Tergugat 
sehingga telah berdasarkan hukum. Dan berdasarkan bukti-bukti yang 
Penggugat ajukan telah terbukti Keputusan Objectum Litis, mengandung 
Cacat Yuridis, sehingga cukup beralasan hukum untuk mengabulkan 


gugatan Penggugat. ;--------------------------------------------------------------------- 


12) Bahwa, dengan terdapatnya Keputusan Pengadilan Negeri Nomor : 
300/Pid.B/2017/PN.Bdg jo. Nomor : 214/Pid/2017/PT.Bdg jo. Nomor : 


608/Pid.b/2017/PN.Bdg yang menyatakan terdapat surat palsu dan 
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dipergunakan oleh Terpidana Rosiyani, termasuk dipergunakan pula 
dalam melengkapi sebagai syarat terbitnya kebijakan Tergugat dalam 
perkara Aquo, tentunya surat keputusan Tergugat terdapat kekurangan 
syarat untuk terpenuhinya surat keputusan tersebut. Dengan kekurangan 
syarat tersebut dapat dilihat terdapat cacat hukum dan wajib dibatalkan, 
dan apabila tidak terdapat pembatalan oleh Tergugat maka terdapat 
penggunaan kembali surat palsu tersebut. Sebagaimana diisyaratkan 


dalam Pasal 263 (2) KUHPid dan Pasal 266 (2) KUHPid.;---------------------- 


13) Bahwa, berdasarkan apa yang telah kami kemukakan tentunya dapat 
terlihat terdapat Asas asas umum pemerintah yang baik yang dilanggar 


oleh Tergugat adalah sebagai berikut : ---------------------------------------------- 
1. Asas kepastian hukum ;------------------------------------------------------------ 


2. Asas kecermatan atau keseksamaan telah dilanggar oleh Tergugat 
khususnya terhadap Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM- 
26102015-0011 Tertanggal 26 Oktober 2015 atas nama Kinaria 


Santosa Encang Putra. ;------------------------------------------------------------ 


Berdasarkan hal ini menurut Van Der Burg dan GJM CARTIGNY, 
terkait Algemene Beginsulen Van Behoorlijk Bestuur, merupakan 
asas — asas hukum yang harus diperhatikan oleh badan / pejabat 
Tata Usaha Negara, walaupun tidak tertulis. Dan hal ini yang akan di 


nilai oleh Hakim Tata Usaha Negara. ;------------------=----------------------- 


Mengacu pada pasal 1 (6) Undang — Undang No. 23 tahun 1999 
serta pasal 3 terdapat pengaturan secara jelas mengenai asas — asas 


umum penyelenggaraan negara. --------------55---------5555555555555555555555 


Khusus terhadap Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM- 


26102015-0011 tertanggal 26 Oktober 2015 atas nama Kinaria 
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Santosa Encang Putra. Dapat terlihat pelanggaran terhadap Asas 


Kecermatan, karena diterbitkan lebih dari satu kali oleh Tergugat.------ 


3. Asas meniadakan suatu keputusan yang batal (Principle Of Undoing 
The Conceqwencis Of Un Nolled Decition). Bahwa menurut asas ini 
sedapat mungkin harus di cegah akibat-akibat yang mungkin timbul 
sebagai konsekuensi dari pembatalan terhadap suatu keputusaan 
yang telah dikeluarkan. Atau kalau memang akibat itu mesti ada, 


maka diusahakan sekecil mungkin (minimal). ;-------------------------------- 


Dan oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim 
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan memutuskan sebagai 


berikut ; -------------------------------------------------====-----=-------------------------------- 
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya; ------------------------- 
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah: --------------------------------------------------- 


a) Akta Kelahiran Nomor : 49/ 2004 tertanggal 27 Juli 2004, CSL : 


0061278, Atas Nama Tiffany Bertha Suryani, dan ;------------------------- 


b) Akta Kematian Nomor :3273-KM-26102015-0011 tertanggal 26 


Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang Putra ;----------------- 
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut : -----------------------------------------=-- 


a) Akta Kelahiran Nomor : 49/ 2004 tertanggal 27 Juli 2004, CSL : 


0061278, Atas Nama Tiffany Bertha Suryani, dan ;------------------------- 


b) Akta Kematian Nomor :3273-KM-26102015-0011 tertanggal 26 


Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang Putra ; ---------------- 
4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara ;----------------------- 


Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Dalam Peradilan yang Baik 


Kami Mohonkan Keadilan yang seadil-adilnya. ( ex Aequo et Bono ) 
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Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan 
Jawabannya tertanggal 15 November 2017, yang pada pokoknya sebagai 


berikut ;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
l. Dalam EksepSi:----------------------------------------------------------------------- 
Eksepsi Gugatan Kadaluarsa :---------------------------------------------------- 


Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam uraian Gugatannya 
pada dasarnya kadaluarsa Karena ketika Penggugat mendalilkan pada 


halaman 2 Paragraf kesatu gugatannya : ------------------------------------------- 


" Mengingat gugatan ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 
Tata Usaha Negara Jawa Barat pada tanggal 3 Oktober 2017, dengan 
mendasarkan serta mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan 
merujuk pada Vonis atau Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 
300/ Pid.B/ 2017/ PN.BDG Jo. No. 214/ Pid/ 2017/ PT,BDG atas nama 
Terdakwa Rosiyani Jo. Putusan Nomor 608/ Pid.B/ 2017/ PN.BDG atas 
nama Terdakwa/terpidana Drs. Wawan Deniawan dan Suryantoni 
Hermawan, SH.I yang secara keseluruhan Keputusan tersebut telah 
memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) pada tanggal 5 
September 2017 dan 6 September 2017, terkait dengan Penggunaan dan 
Pembuatan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, 
ataupun Pasal 266 KUHPidana, yang dipergunakan dalam pengajuan 
kutipan Akta Catatan Sipil, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49/2004 
tertanggal 27 Juli 2004 CSL : 0061278, atas nama Tiffany Bertha Suryani, 
dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-26102015-0011 tertanggal 
26 Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang Putra, yang 
diterbitkan oleh Tergugat dan menurut ketentuan Pasal 55 UU No. 5 


Tahun 1986 tersebut di atas Putusan Pidana Nomor 608/ Pid.B/ 2017/ 
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PN.BDG dan Putusan Pidana 214/ Pid/ 2017/ PT.BDG masih dalam 
tenggang waktu yang diperkenanakan atau setidak-tidaknya kurang dari 


90 hari.” ;----------------------------------------------------------------------------------- =-=- 


Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 1 
Dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 6 


Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut ;----------------------------- 


Maka dalil ini adalah tidak jelas dan keliru serta berbau 


penyelundupan hukum karena : ------------------------------------------------------------ 


a. Penggugat menyatakan baru mengetahui obyek sengketa dengan 
adanya kedua putusan pidana yang disebutkannya telah berkekuatan 
hukum tetap dengan mendasarkan pada saat keduanya berkekuatan 
hukum tetap, padahal setelah dibaca dengan seksama dalil tersebut, 
maka dengan jelas terdapat penyelundupan hukum dan penyesatan yang 
dibingkai oleh Penggugat seolah-olah baru mengetahui setelah ada 
putusan inkracht dimaksud, padahal adalah aneh dan mengadaada jika 
Pengggugat sebagai saksi pelapor dalam kedua Putusan Pidana tersebut 
baru mengetahui mengenai obyek sengketa ketika keduanya inkracht. 
Hal ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Pidana 


a guo, diantaranya 


1) Vide Putusan Nomor 608/Pid.B/ 2017/PN.BDG misalnya pada 


halaman 9 : -------------------------------------------------=--------------------------- 


Dengan menyertakan Akta Kematian (3273-KM-26102015-0011 
tanggal 26 Oktober 2015 dengan serta melampirkan Akta Kelahiran 


Nomor 49/2004 tanggal 27 Juli 2004 An Tiffany Bertha Suryani. :--------- 


2) Vide Putusan Pengadilan NegeriBandung Nomor 300/Pid.B/ 
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2017/PN.BDG Jo. No. 214/Pid/ 2017/PT,BDG misalnya pada halaman 


ah digunakan terdakwa untuk permohonan penetapan dari Pengadilan 
Negeri Bandung Nomor: 300/ Pdt.P/ 2004/ PN.BDG tanggal 21 Juli 
2004 sebagai syarat untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama 


Tiffany Bertha Suryani...Nomor 49/2004 tanggal 27 Juli 2004 


------------------------------------------------------------ -== ..Sehingga RS Santo 
boromeus percaya dan mengeluarkan kembali Surat Keterangan 
Kematian An. Kinaria Santosa tertanggal 27 Agustus 2015, selanjutnya 
Surat Kematian dari RS Santo boromeus tersebut oleh terdakwa 
digunakan untuk mengajukan akta kematian kepada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan syarat- 
syarat yaitu dengan menggunakan Surat Kematian dari RS Santo 
Boromeus, Surat Nikah No. 351/ 146/ VI/ 1994 tanggal 25 Juni 1994 
atas nama Kinaria Santosa E.P dengan Rosiyani dan KTP yang 
meninggal, dengan dipenuhi Syarat tersebut maka terdakwa 
mendapatkan akta kematian Nomor 3273-KM-26102015-0011 


tertanggal 26 Oktober 2015. ;--------------------------------=---+------------------ 


Dengan demikian, setidaknya Penggugat mengetahui kedua obyek 
sengketa a guo pada saat membuat laporan polisi untuk kedua 
perkara atau pada saat Terdakwa Rosiyani ditahan oleh Penyidik sejak 
tanggal 10 Januari 2017 atau setidaknya sejak Laporan Polisi 
dimaksud ditindaklanjuti oleh Penyidik POLRI sampai melahirkan 
Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 300/ Pid.B/ 2017/ 


PN.BDG Jo. No. 214/ Pid/ 2017/ FT,BDG atas nama Terdakwa 
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Rosiyani Jo. Putusan Nomor 608/ Pid.B/ 2017/ PN.BDG atas nama 
Terdakwa/terpidana Drs. Wawan Deniawan dan Suryantoni 


Hermawan. ;------------------------------------------------------------------------------ 


b. Bukankah Pengggugat dalam kedua perkara pidana itu adalah juga 
sebagai Saksi Pelapor yang dalam perkara pidana dimaksud secara 


berulang telah disebutkan mengenai keberadaan kedua obyek gugatan.:- 


c. Dengan demikian Penggugat mengetahui mengenai kedua obyek 
sengketa setidaknya sejak sebelum diputusnya perkara pidana 
dimaksud, sehingga gugatan a guo telah melampaui tenggang waktu 90 
hari sebagaimana diatur secara limitatif oleh ketentuan Pasal 55 Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 
Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 


Negara.) -------------------------------=7=------------------------------------------------ -== 
Eksepsi Gugatan Tidak Jelas ;-------------------------------------------------------------- 


Bahwa gugatan tidak jelas karena tidak menguraikan secara jelas apakah 
kedua obyek gugatan telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai obyek 
gugatan sesuai sifat-sifat obyek TUN, yaitu Individual, Konkrit, berakibat 
hukum dan final, sehingga sudah sepantasnya Gugatan a guo dinyatakan 
tidak dapat diterima karena gugatan tidak berdasar dengan alasan-alasan 


sebagai berikut : -------------------------------------------------------====--------------------- 


a. Objek gugatan dalam perkara ini, khususnya Akte Kelahiran atas nama 
Tiffany Bertha Suryani tidak bersifat final, dan tidak menimbulkan akibat 
hukum yang barn, karena hanya merupakan Pencatatan dalam Register 
sebagai tindak lanjut dari Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 
300/Pdt.P/2004/PN.BDG tanggal 21 Juli 2004, sehingga Tergugat 


menerbitkan salah satu obyek gugatan a guo, yaitu Akta Kelahiran atas 
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nama Tiffany Bertha Suryani...Nomor 49/ 2004 tanggal 27 Juli 2004. ;----- 


b. Bahwa penerbitan salah satu obyek gugatan yaitu Akte Kelahiran oleh 
Tergugat ketika itu adalah berdasarkan amanat Pasal 36 Peraturan 
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1998 
tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil Di 


Kotamadya Daerah TK. II Bandung yang menyatakan : ------------------------ 


1) Pencatatan Kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu 


sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dilaksanakan setelah: 


a. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dan Walikotamadya Kepala 
Daerah bagi merekea yang tunduk pada Stbld 1920 Nomor 751 
tentang Catatan Sipil Bagi beberapa golongan penduduk Indonesia, 
Stbld. 1993 Nomor 75 tentang Reglemen Pencatatan Sipil bagi 


Bangsa Indonesia Kristen, Madura, dan Minahasa dan Non Stbld. :-- 


b. Mendapat penetapan Pengadilan bagi merekayang tunduk pada 
Stbld Tahun 1949 NOmor 25 tentang Reglemen catatan Pencatatan 
Sipil Eropa dan Stbld 1917 Nomor 130 tentang Reglemen 


Pencatatan Sipil. j--------------------50-0n-0n0nn0n00n0n00n0n0000n00n0n0nnenennanuan 


2) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal 


ini selanjutnya diterbitkan Akta Kelahiran dan Kutipannya :----------------- 


c. Bahwa menurut Indroharto, S.H. (Mantan Hakim Agung Bidang Tata 
Usaha Negara), dalam Bukunya yang berjudul "Usaha Memahami 
Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa 
Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar 
Harapan, Jakarta, 1996, pada halaman 173-174 menyebutkan bahwa : 
---... "Keputusan TUN yang dikeluarkan itu harus bersifat final, artinya 


akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan 
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Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang 
definitif Menurut nalar Badan atau Jabatan TUN itu pada suatu saat 
hanya dapat menimbulkan suatu macam akibat hukum tertentu. Jadi, 
dengan mengeluarkan suatu keputusan TUN yang definitif itu hanya 
ditentukan posisi hukum dari satu subjek atau objek hukum. Hanya pada 
saat itulah dikatakan, bahwa suatu akibat hukum itu telah ditimbulkan 
oleh keputusan TUN yang bersangkutan secara final. Dalam prakteknya 
akan kita jumpai dua kelompok keputusan yang tidak memiliki watak 


melahirkan akibat hukum secara definitif. ;------------------------------------------ 


Pertama : ada kelompok keputusan yang memang belum menimbulkan 
suatu akibat hukum. 
(an UU Kedua : ada 
keputusan-keputusan yang tidak dapat dikatakan sebagai keputusan 
yang berdiri sendiri, seperti pengumuman sebagai tindak lanjut dari 
keputusan lainnya. 
j77--------------------2---- -=-= 1- ---- -=-= -=-= =-=- -=-= -=-= Dalam hal ini, sebagai 
tindak lanjut dari Penetapan Pengadilan tersebut, Tergugat menerbitkan 
Akta Kelahiran atas nama Tiffany Bertha Suryani...Nomor 49/ 2004 


tanggal 27 Juli 2004. ;--------------------------------- 


d. Objek Sengketa dalam perkara ini jelas-jelas tidak menimbulkan akibat 
hukum baru karena Objek Sengketa dalam perkara a quo hanya 
menjelaskan keadaan hukum sebelumnya atau sesuatu yang bersifat 
Rechtsvaststellend atau bersifat Declaratoir. Dengan perkataan lain 
Objek Sengketa a quo tidak bersifat rechtsschappen atau tidak bersifat 
konstitutif yang dapat menimbulkan akibat hukum yang baru, hal ini 
dijelaskan di dalam Buku P. De Haan yang berjudul "Bestuursrecht in de 


Sociale Rechtsstaat", penerbit Kluwer, 1986, halaman 263 yang 
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menyatakan hal-hal sebagai berikut 
------------------------------------- -=-= -=-= Paragraf 1 
aan Een 
tweede onderscheiding van beschikkingen is die tussen 
rechtsvaststellende en rechtssheppende. De eerste lijken enigszins in 
strijd met het feit dat beschikkingen gescht worden een rechtsgevolg te 
hebben, maar dit is maar schijn. Zonder de declaratoire beschikking 
treedt namelijk ook het door de wet bepaalde rechtsgevolg niet in, want 
die beschikking dient er juist voor het rechtsgevolg in concreto vast te 
stellen, zulks met het oog op de rechtszekerheid voor de betrokken 
burger en de doelmatigheid van de uitvoering der wettelijke regeling voor 
de betrokken overheide. Belastingaanslagen, premie- en 
uitkeringsbeschikkinge ingevolge de sociale verzekeringswetgeving 
behoren hier in principe toe, evenals bezoldigings- en 


pensioenbeschikkinge ten opzichte van individuele ambtenaren." ;---------- 
Dimana terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut : ------------------------ 


Kriteria kedua untuk membedakan beschikking (Keputusan Tata Usaha 
Negara) adalah antara Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat 
menyatakan saja (Deklaratoir), dan yang melahirkan/menerbitkan akibat 
hukum. Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat menyatakan 
terkesan bertentangan dengan fakta bahwa Keputusan Tata Usaha 
Negara dianggap memunculkan akibat hukum. Namun ini hanyalah 
kesan keliru. Tanpa adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang 
deklaratoir, maka akibat hukum yang ditetapkan undang-undang juga 
tidak akan terjadi. Karena justru Keputusan Tata Usaha Negara itulah 
yang perlu ada untuk menetapkan akibat hukum in concreto. Hal ini 


dianggap perlu berkaitan dengan perlunya dan pentingnya kepastian 
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hukum bagi warga yang terkait dan (dalam rangka perwujudan) prinsip 
"doelmatigheid" dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh 
penguasa/pemerintah. (lihat untuk doelmatigheid Asas-Asas Umum 
Pemerintahan yang Baik). Tagihan Pajak, Surat Keputusan Tagihan 
Premi dan pembayaran asuransi berkaitan dengan pelaksanaan 
perundang-undangan di bidang Asuransi Social termasuk ke dalam jenis 
Keputusan Tata Usaha Negara demikian. Juga tercakup ke dalamnya 
ialah Keputusan Tata Usaha Negara perihal penetapan dan pembayaran 


pensiun dari pegawai. ;-------------------------------------------=----------------------- 


e. Dari pengertian dalam Buku P. De Haan halaman 263 paragraf 1 
sebagaimana dimaksud di atas, jelas bahwa Objek gugatan berupa Akte 
Kelahiran atas nama Tiffany Bertha Suryani...Nomor 49/2004 tanggal 27 
Juli 2004 benar bersifat Rechtsvaststellend karena hanya "deklaratoir" 
saja, atau menyatakan suatu keadaan yang sudah ditetapkan 
sebelumnya, yaitu melalui Penetapan Pengadilan Negeri Bandung 


Nomor: 300/Pdt.P/2004/PN.BDG tanggal 21 Juli 2004. ;------------------------ 


Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang 
Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa "gugatan yang diajukan 
tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal gugatan tersebut tidak 
didasarkan pada alasan-alasan yang layak", maka gugatan Penggugat sudah 
sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar karena tidak 


didasarkan pada alasan-alasan yang layak. ;-------------------------------------------- 


Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan segala 


hormat, sudilah kiranya Pengadilan. Tata Usaha Negara Bandung 
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mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat 


dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvanklijke verklaard).; --------------------- 
Dalam Pokok Perkaray-=72:--77-ò---------------------------------=----------------=--- -=-= 


A. Bahwa Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang 
memeriksa perkara ini agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam 


bagian Eksepsi secara mutatis mutandis masuk dalam pokok perkara : --- 


B. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat dalam 
Surat Gugatannya baik yang dituangkan dalam posita maupun di dalam 
petitum gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas 


oleh Tergugat ; ----------------------------------------------------------------------------- 


C. Bahwa penerbitan salah satu obyek gugatan yaitu Akte Kelahiran oleh 
Tergugat ketika itu adalah berdasarkan amanat Pasal 36 Peraturan 
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1998 
tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil Di 


Kotamadya Daerah TK. II Bandung yang menyatakan : ------------------------ 


3) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya dan atau 


kuasanya selambat-lambatnya : ------------------------------------------------- 


a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi mereka 
yang tunduk pada Stbld 1920 Nomor751 tentang. Reglemen 
Pencatatan Sipil, Stbld. 1920 Nomor 751 tentang Catatan Sipil 
Bagi beberapa golongan penduduk Indonesia, Stbld. 1933 Nomor 
75 tentang Reglemen Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia 


Kristen, Jawa, Madura, dan Minahasa dan Non Stbld. :-------------- 


b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak teanggal kelahiran bagi mereka 
yang tunduk pada Stbld Tahun 1849 Nomor 25 tentang Reglemen 


Catatan Sipil untuk Golongan Eropa. ;---------------------- 
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4) Pencatatan Kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu 
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dilaksanakan 


seteleh : -------------------------------------------------------------------------------- 


c. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Walikotamadya 
Kepala Daerah bagi merekea yang tunduk pada Stbld 1920 
Nomor 751 tentang Catatan Sipil Bagi beberapa golongan 
penduduk Indonesia, Stbld. 1933 Nomor 75 tentang Reglemen 
Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen, Jawa, Madura, 


dan Minahasa dan Non Stbld. ;---------------------------------------------- 


d. Mendapat penetapan Pengadilan bagi mereka yang tunduk pada 
Stbld Tahun 1849 Nomor 25 tentang Reglemen catatan Sipil 
Eropa dan Stbld 1917 Nomor 130 tentang Reglemen Pencatatan 
Sipil. 
5) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal 


ini selanjutnya diterbitkan Akta Kelahiran dan Kutipannya. :-------------- 


D. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada angka 4, angka 
5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9,a ngka 10, angka 11, dan angka 


12 yang menyatakan : -----------------------------------------------------------=------- 


4 bahwa Penggugat baru mengetahui Almarhum Kakak Penggugat 
memiliki seorang istri pada saat meninggalnya, karena berdasarkan 
pengakuan dari yang bersangkutan (Sdri. Rosiyani). Dan kemudian 
yang bersangkutan menyampaikan memiliki buku nikah dan ternyata 
di kemudian hari Penggugat mengetahui terdapat pula Kutipan Akta 
Kelahiran Anak yang dinyatakan dari Pernikahan Almarhum Kakak 
Penggugat dengan Drs. Rosiyani yang diterbitkan oleh Tergugat 


dengan menggunakan buku nikah tersebut. ;--------------------------------- 
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5 Bahwa Buku Nikah yang Penggugat ketahui sebagaimana terdapat 
dalam Bukti Perkara Pidana Nomor Bandung Nomor 300/ Pid.B/ 
2017/PN.BDG Jo. No. 214/Pid/ 2017/ PT,BDG atas nama Terdakwa 
Rosiyani Jo. Putusan Nomor 608/ Pid.B/ 2017/ PN.BDG ats nama 
Terdakwa/ terpidana Drs. Wawan Deniawan dan Suryantoni 
Hermawan. Yang telah mendapatkan Keputusan/ Vonis yang telah 
berkekuatan hukum tetap, dan terhadap bukti Buku/ Akta Nikah 
Nomor 351/ 146/ VI/ 1994 tanggal 25 Juni 1994 yang dikeluarkan 
oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Rancaekek Kabupenten Bandung 
atau dengan menggunakan duplikat Akta Nikah Nomor 675/ 29/ XII/ 
2001 tanggal 31 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor 
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicendo Kota Bandung dalam 


amar putusannya diperintahkan untuk dirampas dan dimusnahkan. ;-- 


6 bahwa dengan menggunakan buku nikah/ akta nikah yang telah 
dinyatakan palsu tersebut telah secara nyata dipergunakan sebagai 
salah satu syarat untuk menerbitkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 
49/ 2004 tanggal 27 Juli 2004 atas nama Tiffany Bertha Suryani dan 
Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-26102015-0011 tanggal 26 
Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang Putra yang 
diterbitkan oleh Tergugat, oleh karenanya dasar atau syarat tersebut 
baru diketahui oleh Penggugat setelah Keputusan/ Vonis Pengadilan 
yang menyatakan Kutipan/Akta Nikah/ buku Nikah yang 
dipergunakan sebagai syarat tersebut ternyata sebagai surat palsu, 
maka Penggugat melihat Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Kematian 
tersebut sebagai suatu kesalahan maupun kekhilafan dalam proses 
administrasi negara yang patut dilakukan pembatalan terhapat 


kutipan akta kelahiran dan kutipan akta kematian tersebut, serta 
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pencoretan dalam bulcu register catatan sipil yang terdapat pada 


Tergugat, sehingga terdapat suatu kepastian hukum. ;-------------------- 


7 bahwa sebagaimana terdapat dalam pertimbangan putusan perkara 
incasu telah dapat dilihat Penetapan Pengadailan Nomor 300/ Pdt.P/ 
2004/ PN.BDG terkait keterlambatan mendaftarkan atau mencatatkan 
kelahiran anak yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Bandung 
sehingga dapat disimpulkan dari pertimbangan majelis Hakim dalam 
perkara a quo dinyatakan batal demi hukum atau tidak. memiliki 
kelcuatan hukum karena syarat permohonan dalam pengajuan 
penetapan tersebut menggunakan surat yang dinyatakan palsu, 
sehingga telah lengkap dasar dari gugatan ini untuk membatalkan 


kebijakan atau keputusan Tergugat tersebut serta telah berdasarkan 


8 bahwa terdapat keterangan kesaksian dari petugas yang bertugas di 
bagian seksi kelahiran dan kematian di tempat Tergugat, yang pada 
pokoknya menjelaskan terdapat pengajuan yang menggunakan 
surat-surat yang telah dinyatakan palsu oleh Keputusan Pengadilan 
Negeri Bandung dalam perkara pidana Nomor 300/ Pid.B/ 2017/ 
PN.BDG Jo. No. 214/Pid/2017/PT,BDG Jo. Putusan Nomor 
608/ Pid.B/ 2017/ PN.BDG. yang telah memiliki kekuatan hukum yang 
tetap pada tanggal 5 dan 6 September 2017 terhitung sejak 
pemberitahuan putusan yang disampaikan kepada Kuasa Hukum 
Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2017 dan Kepada Jaksa Penuntut 
Umum tertanggal 24 Agustus 2017 dan tenggang waktu 14 hari 
hingga hari ini tidak terdapat upaya hukum untuk itu dan terhadap 
perkara Nomor 608/Pid.b/2017/PN.BDg atas nama Terdakwa Wawan 


Deniawan dan Suryantoni Hermawan, SHI telah memiliki kelcuatan 
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hulcum tetap sejak tanggal 24 Agustus 2017, terhitung sejak Putusan 
diucapkan dan tidak terdapat upaya hukum terhadap perkara a quo, 
dan oleh karenanya membutuhkan pembatalan terhadap obyek 


gugatan dimaksud. ;--------------------------- 


9 bahwa keterangan saksi tersebut sebagai petugas di Bagian 
Pencatatan Kelahiran dan Kematian merupakan fakta hukum yang 
secara jelas menunjukkan penggunaan surat palsu tersebut sebagi 
syarat diterbitkannya Keputusan oleh Tergugat, dan secara nyata 
Keputusan Tergugat (beschikking) tersebut mengandung cacat 
hukum atau cacat yuridis dan batal demi hukum. Dimana Objectum 


Litis Tergugat berupa : ------------------------------------------------------------- 


1 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49/ 2004 tertanggal 27 Juli 2004 


CSL : 0061278, atas nama Tiffany Bertha Suryani, dan :------------ 


2 Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-26102015-0011 


tertanggal 26 Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang 


10 Bahwa dengan belum terdapatnya pembatalan terhadap Surat 
Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, ternyata hal ini sangat 
merugikan Penggugat dimana potensi Penggunaan Surat yang cacat 
yuridis tersebut dapat membawa implikasi hukum bagi Penggugat. Di 
samping itu secara jelas dan nyata berdasarkan keterangan saksi 
dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Rancaekek Kabupaten 
Bandung, Buku Nikah/ Akta Nomor 351/ 146/ VI/ 1994 tanggal 25 
Juni 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Rancaekek dinyatakan tidak 
tercatat atas nama Rosiyani dan Kinaria E.P. (kakak Penggugat) akan 
tetapi tercatat atas nama orang lain yaitu Sopyan Ansori Wijaya dan 


Eneng Imas Yusmati. Dan tanda tangan yang terdapat pada buku 
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nikah tersebut bukan tanda tangan petugas KUA yang bersanglcutan/ 
yang berwenang menurut keterangan saksi selaku petugas KUA 
Rancaekek. Sehingga akta/ buku nikah yang diajukan guna 
mendapatkan Keputusan dan Tergugat telah secara nyata tampak 


cacat yuridis dan telah dinyatakan palsu ;--------------------------- 


11 bahwa berdasarkan apa yang telah kami kemukakan dapat terlihat 
fakta-fakta hukum yang kuat terkait gugatan penggugat terhadap 
Tergugat sehingga telah berdasar hukum. Dan berdasarkan bukti- 
bukti yang Pengugat ajukan telah terbutki Keputusan Objectum litis 
mengandung cacat yuridis, sehingga cukup beralasan untuk 


mengabulkan gugatan Penggugat. ;--------------------------------------------- 


12 bahwa dengan terdapatnya Keputusan Pengadilan Negeeri Nomor 
300/ Pid.B/ 2017/ PN.BDG Jo. No. 214/ Pid/ 2017/ FT,BDG Jo. 
Putusan Nomor 608/ Pid.B/ 2017/ PN.BDG.yang menyatakan 
terdapat surat palsu dan dipergunakan oleh terpidana Rosiyani, 
termasuk diantaranya dipergunakan pula dalam melengkapi syarat 
diterbitkannya kebijakan Tergugat dalam perkara a guo, tentunya 
surat keputusan Tergugat terdapat kekurangan syarat untuk 
terpenuhinya keputusan tersebut. Dengan kekurangan syarat 
tersebut dapat dilihat terdapat cacat hukum dan wajib dibatalkan. Dan 
apabila tidak terdapat pembatalan oleh Tergugat maka. terdapat 
penggunaan kembali surat palsu tersebut. Sebagaimana disyaratkan 


dalam Pasal 263 (2) KUHPIid dan Paasl 266 (2) KUHPId. :--------------- 


Bahwa dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan sangat mengada-ada 


karena : -------------------------------=------------==-------------------------------------- =- 


A. Bahwa rangkaian dalil tersebut menggambarkan kekeliruan 


mendalam gugatan. a quo dengan menghubung-hubungkan kedua 
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Putusan Pidana tersebut dengan penerbitan obyek gugatan, karena 


kedua obyek gugatan terbit sebelum kedua putusan pidana tersebut.; 


B. Bahwa Tergugat ketika menerbitkan kedua obyek gugatan a quo tidak 
dalam posisi. melakukan uji materiil atas kebenaran persyaratan, 
sehingga kalaupun ternyata di dalam lampiran persyaratan ada yang 
terindikasi palsu, Tergugat bukanlah Hakim Pidana yang memutuskan 
bahwa telah terjadi tindakpidana pemalsuan atau memasukan 
keterangan palsu yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu badan 
hukum. Tergugat hanyalah Pejabat Tata Usaha Negara yang oleh 
Negara diberikan wewenang untuk menerbitkan suatu produk dengan 


dasar bahwa persyaratan penerbitannya telah lengkap dan terpenuhi. 


C. Perlu Penggugat pahami bahwa Pengadilan dalam melakukan 
penilaian atau pengujian mengenai berdasar tidaknya gugatan yang 
diajukan oleh Penggugat menurut dasar-dasar pengujian yang 
ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya memperhatikan fakta- 
fakta, kerangka kebijaksanaan dan keadaan hukum yang ada pada 
saat keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dikeluarkan 
(extunc), dan harus dilakukan terlepas dari pengaruh perubahan 
keadaan yang terjadi selama itu, incasu vonis kedua putusan pidana 
tersebut adalah di Tahun 2017 ini, sehingga pengujiannya tidak bisa 


dengan serta merta menggunakan kedua putusan pidana termaksud.: 


D. Hendaknya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini 


menyimak pula dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tinggi 
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di Putusan Pidana No. 214/ Pid/2017/ PT.BDG pada halaman 52 s/d 


halaman 53 yang menyatakan : -------------------------------------------------- 


Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut di atas, maka Maejlis Hakim Tingkat Banding berpendapat 
bahwa putusan majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan 
Terdakwa/Pembanding Terbukti menggunakan surat palsu atau yang 
dipalsukan sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum 
yang berlaku, oleh karena itu patut untuk dipertahankan sejauh 
mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, namun Maejlis 
Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana 
yang dijatuhkan kepada Terdakwa/ Pembading, dengan alasan/ 


pertimbangan sebagai berikut : -------------------------------------------------- 


- Bahwa Terdakwa/ Pembanding telah kurang lebih 23 tahun hidup 
bersama satu rumah dengan alm. Kinaria Santosa E.P. dan telah 


dikaruniai seorang anak bernama Tiffany Bertha Suryani ; --------- 


- Bahwa berdasarkan test DNA terbukti bahwa Tiffanu Bertha 


Suryani adalah anak biologis dari atm. Kinaria Santosa E.P. :------ 


- Bahwa Terdakwa/ Pembanding berusaha untuk mendapatkan 
haknya sebagai perempuan yang pernah hidup bersama dengan 
alm. Kinaria Santosa E.P dan untuk masa depan anak semata 
wayang Tiffany Bertha Suryani, sehingga melakukan perbuatan- 


perbuatan yang terlarang tersebut ;---------------------------------------- 


- Bahwa tentang kedudukan anak di luar kawin (Tiffany Bertha 
Suryani), Mahkamah Konsititusi melalui Putusan Nomor 46/ PUU- 


VIII/ 2010 tanggal 13 Februari 2012 menyatakan sebagai berikut : 
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- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 
dikabulkan:"hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai 
Bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, 
akan tetapi dapat didasarkan pada pembuktian adanya hubungan 
darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bap ak. 
Dengan demikian terlepas dart soal prosedur/administrasi 
perkawinannya, anak yang dilahirkannya harus mendapat 
perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan 
adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak 


tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya; 


- Bahwa adalah tidak adil apabila seorang perempuan yang telah 
hidup bersama (tidak menikah secara resmi dan anak di luar 
perkawinan) hak-hak keperdataannya hilang hanya karena 


pengingkaran dari saudara alm Kinaria Santosa E.P. ;--------------- 


Dengan demikian Akte Kelahiran a quo tidak bisa serta merta dibatalkan 
karena akan memutus hubungan keperdataan si anak dengan laki-laki 


yang menjadi bapak biologisnya. ;---------------------------------------------------- 


E. Bahwa mengenai penerbitan kedua obyek gugatan a quo telah 
menjadi fakta hukum pula di kedua putusan pidana dimaksud dan 
bahkan turut dipertimbangkan seperti misalnya di halaman 9 Putusan 


No. 214/Pid/2017/PT.BDG ; ------------------------------------------------------- 
Untuk Akta Kelahiran : -------------------------------------------------------------- 


Bahwa oleh terdakwa buku nikah nomor : 351/146/V1/1994 tanggal 25 
Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) 
Rancaekek Kabupaten Bandung tersebut telah digunakan oleh 
terdakwa untuk permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri 


Bandung Nomor :300/PDT.P/2004/PN.BDG tanggal 21 Juli 2004 
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sebagai syarat untuk menerbitkan akta kelahiran atas nama Tiffany 


Bertha Suryani nomor : 49/2004 tanggal 27 Juli 2004. ;-------------------- 
Untuk Akta Kematian : -------------------------------------------------------------- 


"selanjutnya surat kematian dari RS. Santo Boromeus tersebut oleh 
terdakwa digunakan untuk mengajukan akta kematian kepada Dinas 
Pendidikan dan Catatan Sipil dengan melampirkan syarat-syarat yaitu 
dengan menggunakan Surat Kematian dari RS Santo Boromeus, 
Surat Nikah No.351/ 146/ VI/ 1994 tanggal 25 Juni 1994 atas nama 
Kinaria Santosa E.P dengan Rosiyani dan KTP yang meninggal, 
dengan dipenuhi syarat tersebut maka terdakwa mendapatkan Akta 
Kematian Nomor : 3273- KM-26102015-0011 tanggal 26 Oktober 


2015 atas nama Kinaria Santosa Entjang Putra.";--------------------------- 


F. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 13 
menyebutkan pada pokoknya bahwa berdasarkan apa yang telah 
kami kemukakan tentunya dapat terlihat terdapat Asas-asas Umum 
Pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat adalah 
sebagai berikut: asas kepastian hukum, asas kecermatan atau 
keseksamaan, dan asas meniadakan suatu keputusan yang batal. :--- 
Bahwa dalil Penggugat tersebut telah mengada-ada dalam 
menyebutkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena " 

Asas Kecermatan atau keseksamaan dan asas meniadakan suatu 

keputusan yang batal " tidak termasuk (tidak dikenal) sebagai Asas- 

Asas Umum Pemerintahan yang Baik di. dalam Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Penjelasan 


angka 35 dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b yang menyatakan : "Yang 
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dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah 


meliputi ASAS : ------------------------------------------------------------------------ 


Kepastian Hukum ; ------------------------------------------------------------- 


- Tertib Penyelenggaraan Negara ;------------------------------------------- 


-.. Keterbukaan ;-------------------------------------------------------------------- 


-  Proporsionalitas :----------------------------555000000 Won 


- Profesionalitas :---------------------------550000 aaa 


- Akuntabilitas :--------------------------5225000 000 anna. 


oleh karenanya sudah cukup untuk dikesampingkan dan ditolak oleh 
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Adapun mengenai asas 
kepastian hukum (dalam hal ini tidak dijelaskan oleh Penggugat 
dengan cara bagaimana Tergugat melanggar asas kepastian hukum), 
maka sebaliknya bahwa Tergugat telah menerbitkan kedua obyek 
gugatan berdasarkan atas asas kepastian hukum karena didasari 


oleh kewenangan dan peraturan dasar yang jelas dan pasti. :----------- 


G.. Dengan demikian yang berlaku dan menjadi pegangan adalah prinsip 
umum dalam hukum administrasi Negara yaitu adagium het 
vermoeden van rechtmatigheid atau presumtio justea causa, bahwa 
setiap putusan pejabat TUN/Adminstrasi Negara dianggap benar 
menurut hukum, sehingga Tergugat tidak ada kewajiban atau 


keharusan untuk mencabut obyek sengketa a guo. ;----------------------- 


Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka Tergugat mohon 
dengan hormat, kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui 


Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan 
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sebagai 

berikut :------------------------------------------------------------------------------------- 

Dalam Eksepsi ;--------------------------------------------------------------------------- 

1 Menerima Eksepsi Tergugat j 

2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat 
diterima. ;--------------------------- 

Dalam Pokok Perkara 

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya : 

2 Menyatakan sah 


a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49/ 2004 tertanggal 27 Juli 2004 


CSL : 0061278, atas nama Tiffany Bertha Suryani, 


b. Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-26102015-0011 tertanggal 


26 Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang 


3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang 


timbul dalam perkara 


Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon 


Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). 


Halaman 36 dari 95 halaman Putusan Nomor 122/G/2017/PTUN.BDG 


Disclaimer 
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 


Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) 


Halaman 36 


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 


Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah 
mengajukan Replik dalam persidangan tertanggal 22 November 2017 
yangpada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatanya dan atas Replik 
Penggugat tersebut, pihak tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 6 


Desember 2017;--------------------------------------------------------------------------------- 
Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan 


Tergugat II Intervensi 2 mengajukan tanggapan tertanggal 6 Desember 2017 


sebagai berikut 


Dalam Eksepsi ;----------------------------------------------4-------==------------------------ 
I. Eksepsi Kompetensi Absolut ;------------------------------------------------------------ 


1. Bahwa, Penggugat dalam Gugatannya halaman 1 dalam Posita yang 


mendalilkan : ---------------------------------------------------------------------------- 
Yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara kami ini adalah : ----------- 


1. Kutipan Akta kelahiran Nomor : 49/2004, tertanggal 27 (dua puluh 
tujuh) July tahun 2004 (dua ribu empat), CSL : 0061278, Atas 


Nama Tifanny Bertha Suryani. ;----------------------------------------------- 


2. Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-km -26102015-0011, 


Tertanggal 26 Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang 


Dengan ditebitkannya Kutipan Akta / Surat keputusan Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tersebut diatas 
menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dimana secara nyata 
sangat merugikan Penggugat, yang mana dengan mendasarkan Pada 
Keputusan Tergugat tersebut terdapat pihak ketiga yang memiliki hak 


terhadap Kepemilikan dan Pewarisan maupun hak — hak lainnya yang 
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melekat dari Almarhum Kakak Kandung Penggugat, serta akibat 
Hukum lainnya yang secara nyata sangat merugikan Penggugat, dan 
oleh karenanya Penggugat memohon agar diputuskan untuk dilakukan 


(SI A Na 


Bahwa, setelah Tergugat II Intervensi 1 Dan Tergugat II Intervensi 2 


cermati secara seksama Gugatan Penggugat salah alamat dan 


Bahwa, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa 
kepentingannya dirugikan oleh suatu Kepentingan Tata usaha Negara 
dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata usaha 
Negara yang Berwenang dengan alasan - alasan tersebut pada 


INtINYyaA;-------------------------------------==----===---------------------------------- -=-= 


1. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan 


Perundang - undangan yang berlaku.;-------------------------------------- 


2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan 
keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain 


maksud diberikannya wewenang tersebut ;----------------- 


3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan 
Keputusan tersebut tidak mempertimbangkan semua kepentingan 
yang tersangkut yang seharusnya tidak sampai pada 


pengembalian Keputusan tersebut ;----------------------- 


Bahwa, maksud dan tujuan serta alasan - alasan Gugatan 
penggugat diatas mengenai akibat Hukum Bagi Penggugat 
mengenai Kepemilikan serta Pewarisan maupun hak - hak 
lainnya yang melekat dari Almarhum Kinaria Santosa Encang 
Putra adalah adalah Kewenangan Pengadilan Negeri dan 


Pengadilan Agama karena adanya sengketa Kepemilikan dan 
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sengketa Kewarisan dan yang berhak memeriksa Sengketa 
Kepemilikan dan Kewarisan adalah Kewenangan Pengadilan Negeri 


dan Pengadilan Agama. ;--------------------------------------------------------- 


Bahwa, seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan 
Pembatalan Penetapan Pengadilan Nomor 

300/PDT.P/2004/PN.BDG. Terkait Keterlambatan mendaftarkan 
atau mencatatkan Kelahiran Anak di Pengadilan Negeri Bandung, 
dan atas dasar Penetapan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil kota Bandung menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran 
Nomor : 49/2004, tertanggal 27 (dua puluh tujuh) July 2004 (dua 
ribu empat), CSL : 0061278 atas Nama Tifanny Bertha Suryani, dan 
sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke PTUN, Seharusnya 
Penggugat Mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan 
Nomor : 300/PDT.P/2004/PN.BDG ke Pengadilan Negeri Bandung 
sebagai dasar Penerbitan Akta Kelahiran Nomor : 49/2004, 
tertanggal 27 (dua puluh tujuh) July 2004 (dua ribu empat), 
CSL : 0061278 atas Nama Tifanny Bertha Suryani yang dikeluarkan 
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 


Bandung.;--------------------------------------------------------------------- 


Bahwa, berdasarkan uraian diatas, sepatutnya pula Majelis 
Hakim Perkara a quo memberikan putusan yang menyatakan 
tidak berwenang untuk menerima, mengadili serta memutus 


perkara ini karena alasan Kompetensi Absolute. ;------------------- 
Il. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing :-------------------------------------- 


Bahwa, setelah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 cermati 
gugatan tidak mempunyai Legal Standing dikarenakan Penggugat 


mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengaku 
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sebagai adik kandung dari almarhum Kinaria Santosa Encang Putra tanpa 
adanya bukti keterangan atau penetapan waris baik dari notaris ataupun 


Penetapan wari dari Pengadilan.;------------------------------------------------------- 


Bahwa, perlu diketahui Penggugat Belum dapat dinyatakan sebagai adik 
kandung dari Almarhum Kinaria Santosa Encang Putra, dan harus 
dibuktikan dengan adanya Keterangan Waris dari Notaris atau Penetapan 
Waris dari Pengadilan yang menyatakan sebagai Ahli waris dari Almarhum 
Kinaria Santosa Encang Putra, dan Penggugat bukan satu - satunya adik 
kandung dari Almarhum Kinaria Santosa Encang Putra dikarenakan 
Almarhum Kinaria Santosa Encang Putra masih memilki beberapa orang 


saudara kandung yang masing - masing bernama : ------------------------------- 
1. Linda Sahara Penggugat. ;---------=+----------------------------------------------- 
2. Sanda Sahara. ;------------4-5---f---2>-------------------------------------------- -=-= 
3. Nuih Harpiandi, SH., MH. ;----------------------------------------------------------- 


Bahwa, atas keterangan tersebut diatas dapat dinyatakan menurut Hukum 
gugatan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dikarenakan 
Penggugat harus dapat membuktikan bahwa Penggugat sebagai Ahli waris 
Almarhum Kinaria Santosa Encang Putra yaitu dengan adanya Keterangan 
Waris dari Notaris atau Penetapan Waris dari Pengadilan, serta 2 (dua) 
orang saudara kandungnya yang namanya disebutkan diatas tidak di ikut 
sertakan oleh Penggugat bersama-sama mengajukan Gugatan ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Penggugat tidak mempuyai Legal 
Standing karena Penggugat bukan Persona Standi In Judicio atau Bukan 
orang yang mempunyai hak dan kepentingan yang dirugikan oleh obyek 


sengketa. ;-----------------------------------------=------------------------------------------- 


Halaman 40 dari 95 halaman Putusan Nomor 122/G/2017/PTUN.BDG 


Disclaimer 
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 


Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40 


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 


Ill. Gugatan Penggugat Kadaluarsa ;------------------------------------------------------- 


Bahwa, Penggugat didalam Gugatannya menyatakan baru mengetahui 
obyek sengketa dengan adanya kedua putusan pidana yang telah 
berkekuatan Hukum tetap, padahal Fakta Hukumnya Penggugat sudah 
mengetahui pada waktu Penggugat melaporkan Rosiyani ke Polrestabes 
Bandung dan telah melampirkan sebagai Bukti Akta Kelahiran Nomor : 
49/2004, tertanggal 27 (dua puluh tujuh) July tahun 2004 (dua ribu empat), 
CSL : 0061278, Atas Nama Tifanny Bertha Suryani dan Akta Kematian 
Nomor : 3273-km -26102015- 0011, Tertanggal 26 Oktober 2015 atas 
nama Kinaria Santosa Encang Putra, dan Penggugat telah mengetahui 
tentang kedua obyek sengketa setidaknya sebelum Perkara Pidana 


@ipUtUS. ;----------------------------------------------=====-------------------------------- -=== 


Bahwa berdasarkan Ketentua PAsal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- undang Nomor 9 
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa gugatan dapat diajukan 
hanya dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat 
diterimanya atau diumumkanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata 


Usaha Negara.;------------------------------------------------------------------------------ 


Berdasarkan dalil - dalil tersebut diatas telah jelas Bahwa Gugatan yang 
diajukan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang diperbolehkan 
oleh ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. 
Undang - Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang - Undang No. 51 
Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 5 


tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;------------------------------ 


IV. Gugatan Penggugat Prematur. ;--------------------------------------------------------- 
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Bahwa, terbitnya Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Tergugat ( Kepala 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung ) Berdasarkan 


Penetapan Pengadilan Nomor : 300/PDT.P/2004/PN.BDG. ;-------------------- 


Bahwa, Seharusnya Penggugat mengajukan Pembatalan Penetapan 
Pengadilan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu, dan setelah ada 
pembatalan dari Pengadilan Negeri, Penggugat Baru saat mengajukan ke 


Pengadilan Tata Usaha Negara. ;------------------------------------------------------- 


Bahwa, dengan Penggugat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Tata 
Usaha Negara, Gugatan Penggugat dinyatakan. Prematur Karena 
Penggugat belum membatalkan Penetapan Pengadilan Nomor 


300/PDT.P/2004 PN.BDG, ke Pengadilan Negeri Bandung. :------------------ 
V. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur LibelS).;----------------------------------------- 


Bahwa, Gugatan Penggugat kabur karena tidak menguraikan secara jelas 
apakah kedua obyek gugatan telah memenuhi syarat untuk diajukan 
sebagai obyek gugatan clan tidak memenuhi syarat untuk dijadikan obyek 
Gugatan sesuai sifat - sifat Tata Usaha Negara yaitu individual, Konkrit, 
dan Final, sehingga sudah selayaknya Gugatan Penggugat tidak dapat 


diterima. ;------=----------------------------------------------------------------------1=--2- -= 


- Bahwa, didalam Gugatan Akta Kelahiran atas Nama Tifany Bertha 
Suryani dan Akta Kematian atas narna Kinaria Santosa Encang Putra 


tidak bersifat final, dan tidak menimbulkan akibat hukum yang baru. ;--- 


- Bahwa, Penerbitan salah satu obyek Gugatan yaitu Akte Kelahiran 
Tergugat sudah Berdasarkan amanat Pasal 36 Peraturan Daerah 
Kotamadya Daerah Tingkat H Bandung Nomor 26 tahun 1998 Tentang 
Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kotamadya TK. 


IL Bandung. ;----------------------------------------------------------------------------- 
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- Bahwa, Gugatan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing yang 
jelas dikarenakan Penggugat Hanya mengaku sebagai ahli waris tanpa 


disertai bukti yang kongkrit clan nyata didalam gugatannya. :-------------- 


- Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dinyatakan menurut hukum 


gugatan Penggugat Kabur dan tidak 


- Bahwa, pada Prinsipnya Tanggapan Tergugat li Intervensi 1 Dan 
Tergugat li Intervensi 2 menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan 


dari Jawaban Tergugat pada Tanggal 15 November 2017. ;-------------- 


- Bahwa, hal - hal yang telah diuraikan dalam Bagian Eksepsi mohon 


menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara in casu. ;--------------------- 


- Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 Dan Tergugat II Intervensi 2 menolak 
seluruh dalil Penggugat dalam Surat 
Gugatannya Baik didalam Posita maupun didalam Petitum 
gugatannya, kecuali terhadap dalil - dalil yang diakui secara Tegas 


oleh Tergugat II Intervensi 1 Dan Tergugat II Intervensi 2. :--------------- 


- Bahwa, Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian oleh Kepala 
Dinas Kependudukan clan Pencatatan Sipil Kota Bandung sudah 
sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan Berdasarkan Pasal 
36 Peraturan Daerah kotamadya Daerah tangkat II Bandung Nomor 26 
Tahun 1998 Tentang penyelenggaraan Kependudukan clan Catatan 


Sipil dikotamadya Daerah TK. Il. ;------------------------------------------------- 


- Bahwa, Penggugat didalam Gugatannya mendalilkan alasan - alasan 
Gugatannya dengan adanya Putusan Pidana Pengadilan Negeri 


Bandung Nomor : 300/Pid./B2017/PN.BDG Jo. No.214/Pid/201 7 


Halaman 43 dari 95 halaman Putusan Nomor 122/G/2017/PTUN.BDG 


Disclaimer 


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43 


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 


/PT.BDG Terdapat Surat Palsu dan dipergunakan oleh Terpidana 
Rosiyani, sebagai dasar mengajukan gugatan ke PTUN Bandung 


dikarenakan adanya Potensi Kerugian Bagi Penggugat. :------------------ 


- Bahwa, alasan Penggugat tersebut diatas sangatlah Keliru dengan 
menghubungkan dengan kedua Putusan Pidana dikarenakan kedua 
obyek Gugatan tersebut telah ada sebelum kedua putusan Pidana 
clan tidak ada kaitannya dengan Putusan Perkara Pidana Tersebut, 


dan Kedua Putusan tersebut tidak bisa dijadikan acuan Pertimbangan 


- Bahwa, Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Bandung) menerbitkan Akta Kelahiran berdasarkan 
Penetapan Pengadilan Nomor : . 300/PDT.P/2004/PN.BDG, dan 
semestinya terlebih dahulu Penggugat mengajukan gugatan 
Pembatalan penetapan tersebut ke Pengadilan Negeri dan serta pun 
yang mengajukan Permohonan Akta Kelahiran Nomor : 49/2004, 
tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Juli tahun 2004 (dua ribu empat), CSL : 
0061278, Atas Nama Tiffany Bertha Suryani adalah merupakan orang 
tua/ayah biologis dari Tiffany Bertha Suryani yakni Almarhum Kinaria 
Santosa Entjang Putra sebagaimana hal ini tertulis secara nyata di 
dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 49/2004, tertanggal 27 (dua 
puluh tujuh) Juli tahun 2004 (dua ribu empat), CSL : 0061278, ATAS 


Nama Tiffany Bertha Suryani dimaksud. ;--------------------------------------- 


- Berdasarkan hal — hal yang telah terurai diatas, maka Tergugat li 
Intervensi 1 Dan Tergugat li Intervensi 2 Mohon dengan Segala 
Hormat, Kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui 
Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara ini Berkenan 


memutuskan sebagai berikut : ----------------------------------------------------- 
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Dalam Eksepsi ;-------------------------------=------------------------------------------------- 
1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 Dan Tergugat II Intervensi 2. :- 
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ;------------------------ 
Dalam Pokok Perkara ;------------------------------------------------------------------------ 
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;-------------------------------- 
2. Menyatakan Sah ; -----------------------------------------------------------------------=- 


a. Kutipan Akta kelahiran Nomor : 49/2004, tertanggal 27 (dua puluh 
tuhuh) Juli 2004 (dua ribu empat), CSL : 0061278, atas Nama Tiffany 


Bertha Suryani, dan ;---------------------------------------------------------------- 


b.Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-km-26102015-0011, Tertanggal 


26 Oktober 2015 atas Nama Kinaria Santosa Encang Putra. :----------- 


3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang 


timbul dalam perkara ini. ;--------------------------------------------------------------- 


Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat 


lain, Mohon Putusan yang seadil — adilnya (ex aequo et bono). ;------------------ 


Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 
mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai 
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti 


surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P—21, sebagai berikut :-- 


1. Bukti P -1 : Fotocopi Akta Kelahiran Nomor : 49/2004 CSL 
0061278 tertanggal 27 Juli 2004 atas nama Tiffany 


Bertha Suryani ( Fotocopi dari fotocopy) jeee 


2. Bukti P-2 : Fotocopi Akta Kematian Nomor : 3273-KM-26102015- 
0011 atas nama Kinaria Santosa Encang Putra 


( Fotocopi dari 
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fOtoCOpi);------------=------------------------------- 


3. Bukti P-3 : Fotocopi surat Keterangan dari Kementerian Agama 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek 
Kabupaten Bandung No. Kk. 10.04.28/Pw.01/751/2015 
tertanggal 26 Juni 2017 (  Fotocopi sesuai 


aslinya),-------- 


4. Bukti P-4 : Fotocopi Putusan Nomor : 300/Pid.B/2017/PN.Bdg 


tertanggal 7 Juni 2017 ( Fotocopi sesuai asli salinan):-- 


5. Bukti P-5 : Fotocopi Putusan Nomor : 214/Pid/2017/PT.Bdg 
tertanggal 16 Agustus2017 ( Fotocopi sesuai asli 


salinan);--------------------------------------------------------------- 


6. Bukti P-6 : Fotocopi Putusan Nomor : 608/Pid.B/2017/PN.Bdg 
tertanggal 15 Agustus 2017 ( Fotocopi sesuai asli 


salinan);--------------------------------------------------------------- 


7. Bukti P-7 : - Fotocopi Berita Acara Pemusnahan Barang bukti 


tertanggal 3 Oktober 2017 ( Fotocopi sesuai asli);------ 


8. Bukti P-8 : Fotocopi Berita acara pengembalian barang bukti ( Foto 
sesuai asSli);----------------------------------------------------------- 

9. Bukti P-9 : Fotocopi Model : 61/PiddPN Akta Pemberitahuan 
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 


14/Akta.Pid/2017/PN.Bdg tertanggal 23 Agustus 


2017(Fotocopi sesuai asli salinan);-------------------------- 


10. Bukti P-10 : Fotocopi Model : 61/Pid/PN Akta Pemberitahuan 
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 
14/Akta.Pid/2017/PN.Bdg tertanggal 24 Agustus 2017 


( Fotocoi sesuai asli 
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salinan);-------------------------------------- 


11. Bukti P-11 : Fotocopi perjanjian sewa menyewa Nomor : 5 


tertanggal 03 Januari 2013 ( Fotocopi sesuai 


12. Bukti P-12 : Fotocopi perjanjian sewa menyewa Nomor : 01 


tertanggal 02-02-2015 ( Fotocopi sesuai asli,--------------- 


13. Bukti P-13 : Fotocopi tjatatn sipil (Tionghoa) akte kelahiran No. 


750/1946 a.n Tjong Soek Kioe tangal 22 Desember 


1951 ( Fotocopy sesuai dengan 
aslinya);--------------------- 
14. Bukti P-14 : Fotocopy surat pernyataan ganti rugi No. daftar : 


8935/1967 tertanggal 10 Djuli 1967 (Tjonk Soek Kioe 
menjadi Linda Sahara) ( Fotocopy sesuai dengan 


aslinya);--------------------------------------------------------------- 


15. Bukti P-15 : Fotocopy kutian akta kelahiran No. 1308/1943 
tertanggal 3 Februari 1987 ( Fotocopy sesuai dengan 


aslinya);--------------------------------------------------------------- 


16. Bukti P-16 : Fotocopy kutipan akta kematian Nomor 


557/UMUM/2015 ( fotocopy sesuai aslinya);---------------- 


17. Bukti P-17 : Fotocopy Putusan Nomor : 13/Pid.Prap/2017/PN.Bdg 


tertanggal 21 Juni 2017 ( Fotocopy dari fotocopy);-------- 


18. Bukti P-18 : Fotocopy sesuai fotocopy akta nikah nomor 


351/146/V1/1994 (fotocopy dari fotocopy) ;------------------- 


19. Bukti P-19 : Fotocopy sesuai print out internet Surat Edaran Nomor : 
03 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 (fotocopy 


dari fotocopy) ;------------------------------------------------------- 
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20. Bukti P-20 : Fotocopy sesuai print out internet dari direktori 
Mahkamah Agung tentang Putusan Mahkamah Agung, 
tanggal 21 Januari 1993 No. 5K/TUN/1992. (fotocopy 


dari fotocopy) ;------------------------------------------------------- 


21. Bukti P-21 : Fotocopy dari print out internet tentang Mahfud MD 
jelaskan hak anak di Luar Nikah kepada Ulama 


tertanggal 21 April 2012. (fotocopy dari fotocopy) ;-------- 


Bahwa untuk menguatkan dalil-dalli Jawabannya, Tergugat telah 
mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang 
bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau foto 


copynya dan bukti-bukti tersebut telah diberi tanda T-1 sampai dengan T—5, 


adalah sebagai 
þerikut:----------------------------------------==--------------------------------------- 
1. BuktiT -1 : Fotocopi Akta Kelahiran Nomor : 49/2004 tertanggal 27 


Juli 2004 CSL : 0061278 atas nama Tiffany Bertha 


Suryani ( Fotocopy sesuai dengan asli),--------------------- 


2. Bukti T -2 : Fotocopi Akta Kematian Nomor : 3273-KM-2610202015- 
0011 tertanggal 26 Oktober 2015 atas nama Kinaria 


Santosa Encang Putra ( Fotocopy sesuai. dengan 


aslinya);---------------------------------------------=----------------- 
3. Bukti T-3 : Daftar Akta Kematian Tahun 2015 No. 551 s/d 600 
( fotocopy sesuai dengan 
aslinya);------------------------------- 
4. Bukti T-4 : Daftar Akta Kematian Tahun 2015 No. 301 s/d 350 
( Fotocopy sesuai dengan 
aslinya);------------------------------ 
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5. Bukti T-5 : Daftar Akta Kelahiran Istimewa Pengadilan Negeri 
Tahun 2005. CAWNI/WNI-NON STBLD ( Fotocopy 


sesuai dengan aslinya);------------------------------------------- 


Bahwa untuk menguatkan dalil-dali Jawabannya, Tergugat II 
Intervensi 1 dan tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat-alat bukti surat 
berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan 
dengan bukti aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti tersebut telah diberi 
tanda T II Int 1 dan T II Int 2-1 sampai dengan T II Int 1 dan T II Int.2— XVI , 


adalah sebagai berikut:-------------------------------------------------------=---------------- 


1, Bukti T Il Int 1 dan T II Int 2-1 : Fotocopy Penetapan Wali 
pengmpu Pengadilan Negeri 
Bandung Kelas 1 A Khusus 
Nomor 
342/PDT/P/2017/PN.BDG 
tanggal 19 Juli 2017 ( Fotocopy 


sesuai aslinya),---------------------- 


2. Bukti T Il Int 1 dan TiliInt2-1I : Fotocopy Putusan Pengadilan 
Agama Tasikmalaya Nomor 
911/Pdt.G/PA.Tsm, tangal 19 
Juni 1996 ( Fotocopy sesuai 


asli salinan),-------------------------. 
3. Bukti T II Int 1 dan T II Int 2- IIl  : Fotocoy kenal lahir No. : 21 


95/08/2003 dikeluarkan oleh 
Rumah saksit Borromeus Kota 
Bandung atas nama Tiianyi 
Bertha Suryani ( Fotocopy dari 


fotocopy);---------------------------- 
4. BuktiT Ilint 1 danTiliInt2-IV : Fotocopy laporan pemeriksaan 


Halaman 49 dari 95 halaman Putusan Nomor 122/G/2017/PTUN.BDG 


Disclaimer 
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 


Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49 


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 


DNA Kekerabatan No. 
TU.02.02/B31.4/009/111/2017 

tanggal 08 April 2017 yang 
dilakukan oleh Rumah RSUP 
Dr. Hasan Sadikin Bandung 


( Fotocopy sesuai 


5.  BuktiTiliInt1danTiIliInt2-V : Fotocopy akta cerai No. 
994/AC/1996/PA Tsm tertangal 
19 Juni 1996 M atau 03 Syafar 
1417 H antara Kinaria Santosa 
Putra bin Tjong The Tjin dengan 
Rosyani bint Tjaslam 
berdasarkan Putusan 


Pengadilan Agama Tasikmalaya 


dengan Nomor 
011/Pdt.G/96/PA.Tsm 
( Fotocopy sesuai 
asli);-------------- 

6. Bukti T II Int 1 dan T II Int 2-VI : Fotocopy Berita Acara 


Pemeriksaan (BAP) saksi 
pelapor atas nama Linda 
Sahara alias Tjong Soek Kioe 
tanggal 23 Desember 2015 
pukul 15.30 wib ( Fotocopy dari 


fotocopy);----------------------------- 
7. Bukti T II Int 1 dan T II Int2-VII- : Fotocopy Pemeriksaan 


Tambahan ada hari Kamis 


tanggal 25 bulan Februari tahun 
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dua ribu enam belas sekitar 


pukul 11.00 wib ( Fotocopy dari 


fotocopy);------------------------------ 
8. Bukti T II Int 1 dan T Ilint 2-VIII : Berita Acara pendapat 
(Resume) tertanggal 24 


Februari 2017 yang ditanda 
tangani oleh Kanit Reskrim 
Polrestabes Bandung selaku 
penyidik Nasrudin,SE., AKP 
NRP 68080228 dan penyidik 
pembantu Benni H Saing, 
Brigadir NRP 85111156 


(Fotocopy dari fotocopy);---------- 
9. Bukti T II Int 1 dan T II Int 2-IX  : Fotocopy surat perintah tugas 


Nomor : SP- 
Gas/1889/X11/2015/Reskrim 
tertanggal 04 Desember 2015 


(Fotocopy dari fotocopy);-- 
10. Bukti T II Int 1 dan T II Int 2-X : Fotocopy Putusan Pengadilan 


Negeri Bandung Nomor 
02/Pid.Pra/2017/PN.Bdg 


( Fotocopy dari. salinan 


Putusan).- 
11. BuktiTIlInt1 dan T II Int 2-XI : Fotocopy surat dakwaan 
Kejaksaan Negeri Kota 


Bandung No. Reg.Prek. : PDM- 
336/BDUNG/03/2017 tanggal 
09 Maret 2017 ( Fotocopy dari 


fotocOopy);---------------eeeeea- 
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12. BuktiT II Int 1 dan Tllint2-XII : Fotocopy surat tuntutan 
Kejaksaan Negeri Kota 
Bandung No. Reg.Perk : PDM- 
336/BDUNG/03/2017 tanggal 29 
Mei 2017 ( Fotocopy dari 


fotocopy);---------------------------== 
13. Bukti II Int 1 dan T II Int 2-XIII : Fotocopy Putusan Sela 


Pengadilan Negeri Bandung 
Nomor 

300/Pid.B/2017/PN.Bdg. tanggal 
19 April 2017 ( Fotocopy dari 


fOtOoCOpy);------------------------------ 
14. Bukti Il Int 1 dan T Il Int 2-XIV : Fotocopy Putusan Pengadilan 


Negeri Bandung Nomor 
300/Pid.B/2017/PN.Bdg tanggal 
6 Juni 2017 (Fotocpy sesuai 


salinan );------------------------------- 
15. Bukti T Ilint 1 dan T II Int 2-XV : Fotocopy Putusan Pengadilan 


Tinggi Jawa Barat Nomor 
214/PID/2017/PT.BDG tanggal 
09 Agustus 2017 ( fotocopy 


sesuai salinan);---------------------- 
16. Bukti T Il Int 1 dan T II Int 2-XVI : Kumpulan foto kebersamaan 


semasa hidup sampai 
meninggal dan kremasi antara 
Almarhum Inaria Santosa 
Entjang Putra dengan Rosiyani 
dan serta anak kandungnya 


Tiffany Bertha Suryani ( Foto 
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sesuai dengan aslinya);----------- 


Menimbang, Bahwa selain bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil 
gugatannya Pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi fakta 


sebagi berikut ;------------------=---------------------------------------------------------------- 


1. Nani Suryana,S.AG, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipildi KUa Rancaekek 
sebagai Penghulu, Alamat Kp. Cibiru Hilir Rt 004 Rw 001 Kel.Desa Cibiru 
hilir Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Agama Islam dan setelah 
disumpah menurut Agama islam pada pokonya memberikan keterangan 


sebagai berikut ;----------------------------------------------------------------------------- 


Bahwa saksi menyatakan menjadi penghulu sejak Tahun 2009 ; -------- 


- Bahwa saksi menyatakan perkawinan encang dengan Rosiyan saya 


- Bahwa saksi menyatakan tetapi kaan nikahnya saya tidak tahu ;--------- 


- Bahwa saksi menyatakan Di Berita Acara bahwa Rosiyani sudah 


menikah dengan Kinaria Tahun 1994 berdasarkan data ;------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan Linda Sahara datang ke Kantor KAU 


Rancaengkek untuk minta keterangan tentang pernikahan ;--------------- 


- Bahwa saksi menyatakan proses pidana diminta keteranga ;-------------- 


- Bahwa saksi menyatakan memberikan ketrangan hampir sama 


seputar legalis buku 


- Bahwa saksi menyatakan Nomor seri bisa itu kewengan Kementarian 


Agama Kabupaten kalau dari Nomor seri itu tidak kode wilayah :--------- 


- Bahwa saksi menyatakan Kertasari itu wilayah Kabupaten bandung, 


beda Kecamatan ;---------------------------------------------------------------------- 
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- Bahwa saksi menyatakan pernah bertugas melakukan pernikahan 


diluar tugas KUA rancaekek ;------------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan hal itu diperkenankan karena ada aturan 


yang jelaS;-------------------------------------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan ada surat tugas yangharus dibuat :------------- 


- Bahwa saksi menyatakan buku nikah bisa diterbitkan dikecamatan 


rancaekek;----------------------------------------------------------4-------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan jika warga asli bandung, data-data juga dari 
bandung dan ingin mengambil penghulu dari luar wilayah harus ada 


surat rekomendasi ;-------------------------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan penghulu tupoksi untuk mengurus waris 


salah satu fungsi dari KUA ;--------------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan untuk mengurus waris KUA hanya bersidat 
fatwa dan tidak memberikan surat keterangan hanya memberikan 


syariah kewarisan ;-------------------------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan apabila ada calon pengantin yang 


agamanya islam dan salah satunya mualaf biasanya penghulu 
meminta surat keterangan masuk agama islam yang dikeluarkan oleh 


MUI, DKM atau KUA tempat dimana dia melakukan syahadat ;----------- 


- Bahwa saksi menyatakan kinaria tidak tercatat di kecamatan 


rancaekek ;---------------------------------------------=------=-------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan syarat sah nya pernikahan yaitu rukun nikah 


yang diantaranya harus ada calon mempelai pria dan wanita, saksi, 
wali dan ijab Kabul, syarat — syaratnya calom mempelai kedua-duanya 


harus muslim dan baligh, ada persetujuan dari yang bersangkutan ; ---- 
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- Bahwa saksi menyatakan belum pernah melihat akte kelahiran dari 


penggugat yang sekarang sedang dalam proses pembatalan :------------ 


- Bahwa saksi menyatakan selain rekomendasi yang diberikan syarat 
yang utama kalau dimasyarakat ada formulir NA dari kedua belak 
pihak laki-laki maupun perempuan, apabila mau menikah ditempat lain 
rekomendasi itu harus dilokasi tempat domisili mepelai wanita, 


mempelai wanita harus ada rekomendasi dari kecamatan ke KUA :----- 


- Bahwa saksi menyatakan saksi-saksi ada ketika akad nikah :------------- 


- Bahwa saksi menyatakan setelah jadi mualaf biasanya dalam surat 
keterangan masuk islam ada tertera saksi, ada penuntun dan minimal 
2 saksi untuk menguatkan apakah betul dia sudah mengucapkan 


syahat atau belum; -------------------------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan saksinya tidak ada ketentuan yang penting 


ada 2 saksi hadir beragama islam dan baligh ;--------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan linda dan rosyani berperkara di pengadilan 


agama mengenai pembatalan surat nikah ;------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan yang mengajukan adalah ibu linda :------------ 


- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengenai buku nikah 351 
nomornya sama subjeknya berbeda yang dipalsukan tapi hasil 
laboraturium mabes polri menyatakan buku nikah nya bukan 
diterbitkan dirancaekek tapi dari 


kertasari;--------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan no seri nya salah bukan yang dirancaekek, 
14180051 adalah no seri KUA rancaekek atas nama sofyan anshory 


Wijaya ;----------------------==----------------------------------------------------- -=-= =-= 
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- Bahwa saksi menyatakan yang dipakai oleh rosyani hanya no serinya 


- Bahwa saksi menyatakan pernikahan kinaria dan rosyani tidak tercatat 


dikantor KUA rancaekek ;------------------------------------------------=---=------- 


- Bahwa saksi menyatakan penetapan sidang isbat atas nama 
pengadilan agama adalah kewenangan kepala KUA kalau ada putusan 


isbat nikah oleh pengadilan agama ;---------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan kantor KUA saksi mempunyai kewenangan 


untuk mencatat kembali dengan berlaku surut atas dasar isbat :---------- 


2. Drs. H. Hilmy Rivai, M.PD., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di 
Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi , Alamat Jalan Cemara F-53 
Adipura RT 005 / RW 007 Kel/Desa Rancabolang, Kecamatan Gedebage, 
Agama Islam dan setelah disumpah menurut Agama islam pada pokonya 


memberikan keterangan sebagai berikut;--------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan pernah menjadi saksi dalam perkara pidana 


Linda Sahara ;------------------------------------------------------------------------=-- 


- Bahwa saksi menyatakan dipanggil sebagai saksi. atas kasus 


pemalsuan ;-----------------------------------------------------===---------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu buku nikahnya dikeluarkan tahun 
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- Bahwa saksi menyatakan no seri diakta nikah sama dengan yang ada 


dikecamatan ;--------------------------------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan no seri tergantung dari KUA tersebut :--------- 


- Bahwa saksi menyatakan KUA cicendo dasar no serinya saat 


pendaftaran pernikahan ;------------------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan tidak ada yang menandakan kode wilayah :-- 


- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendengar adanya akta 


kelahiran atas nama tiffany dan kematian atas nama encang j:------------ 


- Bahwa saksi menyatakan dipanggil saksi dari pihak bu linda dan juga 


pembatalan isbat dari pengadilan agama ;-------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan motivasi pembatalan isbat dilakukan karena 
adanya pernikahan yang tidak tercatat, apabila catatatn KUA isbat itu 
hak setiap warga Negara untuk mengajukan, tapi isbat bisa dibatalkan 


apabila menggunakan dokumen palsu ;------------------------------------------ 


- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa dipengadilan pidana :-------- 


- Bahwa saksi menyatakan bertugas di KUA kecamatan cicendo tahun 


2001 sampai dengan 2005 ;--------------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan pernikahan atas nama kinaria santosa dan 


rosyani selama menjabat tidak tercatat ;----------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan bertugas sebagai kepala kantor KUA 


kecamatan cicendo ;-----------------------------===-----=----------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan apabila seseorang menikah di wilayah 
kecamatan batu nunggal tapi penghulu dari KUA cicendo yang berhak 


mencatat harus dari domisili pihak perempuan ;------------------------------- 
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- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi pada 


pernikahan pak kinaria ;-------------------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan pada perkara pidana terjadi pemalsuan 


tanda tangan dan juga pencatatan tambahan dibuku pernikahan: 


- Bahwa. saksi menyatakan tidak mengetahui kapan terjadinya 


penambahan itU;-----------------------------------------------------------=------------ 


- Bahwa saksi menyatakan bahwa pada saat kepemimpinannya tahun 


2001 tidak tercatat disana ;--------------------------------------------=------------- 


- Bahwa saksi menyatakan menjadi saksi dalam perkara 


- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat tercatat atas nama kinaria 
santosa seorang tionghoa atau keturunan cina yang 


mualaf :-------------- 


- Bahwa saksi menyatakan syarat seorang mualaf harus ada surat 


keterangan masuk islam sesuai dengan domisili :----------------------------. 


- Bahwa saksi menyatakan wajib harus ada surat keterangan mualaf 


sebagai tanda bukti yang bersangkutan sudah pindah agama :----------- 


- Bahwa saksi menyatakan adanya kemungkinan ada orang dalam dan 
sudah menjadi tersangka dalam hal adanya penambahan dalam buku 


pernikahan ;------------------------------------------------------------------------------ 


- Bahwa saksi menyatakan bahwa tersangka penghulunya sendiri pada 


saat tu, hasil penyelidikan mengatakan seperti itu :--------------------------. 
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- Bahwa saksi menyatakan bahwa tidak ada tandatangan nya, yang ada 


tanda tangan palsu ;------------------------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi. menyatakan tidak mengetahui perkawinan itu 


dilaksankan oleh penghulunya ;---------------------------------------------------- 


- Bahwa. saksi menyatakan menurut keterangannya dia hanya 


menerima berkas Saja ;--------------------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengenai berkas dan siapa 


penghulunya ;-----------------------------------------------+-------------=------------- 


- Bahwa saksi menyatakan yang terpidana adalah anak buahnya sendiri 
tapi tidak tahu kapan 


melakukannya ;--------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan anak buah nya tidak cerita siapa yang 


menyuruh dan membayarnya ;----------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan pernikahan yang tidak menggunakan 


penghulu yang resmi tapi dilakukan oleh kyai masih ada :------------------ 


Bahwa, Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan saksi, walaupun 


sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu oleh Majelis 


Menimbang, Bahwa selain bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil 
gugatannya Pihak tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 juga 


telah mengajukan 2 orang saksi fakta sebagi berikut ;-------------------------------- 


1. Rosiyanti, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan B.K.R NO 125 Rt 
005 Rw 002 Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, 
Agama Islam dan setelah disumpah menurut Agama islam pada pokonya 


memberikan keterangan sebagai berikut;--------------------------------------------- 
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- Bahwa saksi menyatakan saya tingal ditempat lain bukan di rumah 


Rosiyani ;--------------------------=----------------------------------------------------- -== 


- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Tiffany ;------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan tahu tentang kematian Kinaria Santosa 


- Bahwa saksi menyatakan mengetahui akte kelahiran tiffany difoto oleh 
anak Linda Sahara, difotonya pada hari minggu tanggal 21 Juni 2015 


dirumah Rosyani ;------------------------------------------------------------------------ 


- Bahwa saksi menyatakan tahu ada saudara dari kinaria tapi tidak tahu 


nama-namanya ;------------------------=7--=-------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan bahwa linda sahara tidak pernah datang 


kerumah pak kinaria semasa hidup ;------------------------------------------------ 


- Bahwa saksi menyatakan tempat tinggal saksi jauh dari rumah rosyani ;- 


- Bahwa saksi menyatakan sudah bekerja selama 20 tahun pada 


rOSYyaNİ;---------------------------------------------------------------------------------- ==- 


- Bahwa saksi menyatakan selain foto kelahiran atas nama tiffany linda 


sahara membawa sertipikat atas nama Kinaria Santosa ;--------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan rosyani tinggal di jalan sudirman no 55 ;-------- 


- Bahwa saksi menyatakan rosyani menjadi wali tiffany sejak masuk 


penjara sekarang sudang keluar dari penjara ;----------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan tahu itu anak rosyani waktu menikah tahun 
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Bahwa saksi menyatakan menikahnya di jalan BKR 125 ;-------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan menikah secara islam ;------------------------------ 


- Bahwa saksi menyatakan usia tiffany sekarang 15an ;------------------------ 


- Bahwa saksi menyatakan bu rosyani uwaknya tiffany ;------------------------ 


- Bahwa saksi menyatakan bu rosyani pernah menjadi wali tiffany sejak 


tahun 2017 kemarin, bulannya lupa ;----------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan waktu menanyakan yang mengambilkan akta 
adalah bu rosyani dan saksi hanya melihat dan memfoto pada tanggal 


21 Juni 2015 ;------------------------------------------------------------------------- -=-= 


- Bahwa saksi menyatakan mengetahui akte kelahiran tiffany adalah 
keponakannya dan akte kematian atas nama Kinaria Santosa 
mengetahuinya waktu kakak saksi mengambil akte dari kamarnya lalu 
diperlihatkan, dan untuk akta kematiannya saksi tidak tahu hanya tahu 


surat kematiannya ;---------------------------------------------------------------------- 


- Bahwa saki menyatakan akte kelahiran diambil saat kremasi tanggal 21 


Juni 2015 hari minggu di rumah rosyani ;------------------------------------------ 


- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal Linda Sahara sebelumnya :--- 


- Bahwa saksi menyatakan Linda Shara mempunyai saudara lain :---------- 


- Bahwa saksi menyatakan saudara Kinaria Santosa ada 4 orang, salah 


satunya dipanggil pak kembang yang lainnya tidak mengetahui :----------- 


- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui maksud dan tujuan Linda 
Sahara kerumah 


FOSYANI ;-------------------------------------------------------------- 
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- Bahwa saksi menyatakan Linda Sahara meminta sertifikat atas nama 


Kinaria Santosa ;------------------------------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan Linda Sahara selain memfoto juga membaca 


akte kelahiran tiffany ;------------------------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan difoto menggunakan handphone ;---------------- 


- Bahwa saksi menyatakan ada saksi lain yang melihat saat akte difoto 


bernama ibu Nunung ;---------------------------------------------=-------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan ada pegawai disana bekerja mulai tahun 


- Bahwa saksi menyatakan rosyani juga bekerja disitu ;------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan rosyani bekerja terlebih dahulu sebelum 


- Bahwa saksi menyatakan sebelum menikah dengan rosyani sudah 


mempunyai usaha itu ;-----------------------------------------------------------------= 


- Bahwa saksi menyatakan sekarang yang mengelola usaha itu adalah 


ibu rosyani ;------------------------------------------------------------=--------=---------- 


- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui apakah usaha itu murni 


milik Kinaria atau ada usaha dari keluarga lain ;--------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan setelah meminta sertifikat Linda Sahara 
datang lagi setelah 2 minggu meminta Kartu Keluarga asli dan KTP asli 


Kinaria ;---------------------------------------==------------------------------------- =-=- =- 
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- Bahwa saksi menyatakan rosyani tidak berkomentar apa-apa saat 


menyerahkan sertifikat ;---------------------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan rosyani menikah dengan Kinaria Santosa di 


Jalan BKR no. 125 ;--------------------------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan Ijab Kabul dilaksanakan di rumah :--------------- 


- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui siapa yang 


menikahkannyaj----------------------------------------------------==-------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan saksi pernikahannya dari keluar saksi, jika 


dipihak Pak Kinaria ada temannya ;------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan teman Kinaria bernama alex, Uung dan 


Hendrius ;---------------------------------==-=----------------------------------------- -=-= 


- Bahwa saksi menyatakan sudah bekerja di Pak Kinaria selama 20 


- Bahwa saksi menyatakan Kinaria pernah bercerita mempunyai adik 
kandung dan tidak mengetahui nama sebenarnya hanya dipanggil pak 


kembang dengan ibu linda kenalnya saat kematian pak Kinaria ;----------- 


- Bahwa saksi menyatakan tidak ada keluarga atau saudara yang hadir 


dipihak pak Kinaria ;-----------------------------------------------------------=--------- 


- Bahwa saksi menyatakan mereka mempunyai anak pada tahun 2003 ;-- 


- Bahwa saksi menyatakan sertifikat rumah atas nama Kinaria ;-------------- 


- Bahwa saksi menyatakan rosyani masih tinggal dirumah itu dari mulai 


perkawinan hingga sekarang ;-------------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan Linda Sahara tidak pernah berkunjung ;-------- 
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Bahwa saksi menyatakan status Kinaria pada waktu itu masih bujang ;-- 


- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar kasus pemalsuan surat 


- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kenapa bisa masuk penjara; 


- Bahwa saksi menyatakan tahu wajah bu Maria ;-------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan tiffany mirip dengan pak Kinaria :----------------- 


2. Nunung Setyawaty, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Mengger 
Girang IV RT 010 RW 008 Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota 
Bandung, Agama Islam dan setelah disumpah menurut Agama islam pada 


pokonya memberikan keterangan sebagai berikut;--------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan sejak tahun 2001 bekerja ditempat bu 


FOSYANI KE 


- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu sudah suami istri :------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kapan menikahnya :---------- 


- Bahwa saksi menyatakan anaknya lahir pada tahun 2003 :------------------ 


- Bahwa saksi menyatakan anak nya satu bernama tiffany :------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan sekarang tiffany kelas 3 SMP dan tinggal 
dirumah jalan 


Sudirman ;--------------------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan ketika Kinaria meninggal saksi tetap bekerja 


disana ;----------------------------------------------------------------------------------- -= 


- Bahwa saksi menyatakan usaha yang dikelola adalah alat tulis ;----------- 


- Bahwa saksi menyatakan usaha nya berada di jalan Sudirman, toko dan 


rumahnya menyambung ;-------------------------------------------------------------- 
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- Bahwa saksi menyatakan bukti T-2, P-1, P-2 tidak mengetahui, hanya 


melihat dari kejauhan ada yang difoto ;-------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan Kinaria meinggal karena sakit selama 3 


- Bahwa saksi menyatakan pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri 


Bandung mengenai masalah KUA dan tentang buku nikah :----------------- 


- Bahwa saksi menyatakan pada saat tahun kemarin ;-------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan rosyani tidak dijadikan saksi :---------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan saat menjadi saksi ditanyakan akta nikah :----- 


- Bahwa saksi menyatakan akte kelahiran atas nama tiffany, akta 


kematian atas nama Kinaria Santosa ;--------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan kenal Linda Sahara saat ketika Kinaria 


meninggal, ketika kremasi dan waktu kerumah rosyani ;---------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan Linda Sahara pernah kerumah rosyani :-------- 


- Bahwa saksi menyatakan ada saat Linda Sahara kerumah rosyani :------ 


- Bahwa saksi menyatakan Linda mengambil akta kelahiran tiffany dan 
surat kematian Kinaria 


Santosa ;----------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan Linda saat meminta sertifikat namun oleh 


rosyani tidak diberikan tapi inu Linda terus memaksa ;------------------------ 


- Bahwa saksi menyatakan yang diambil saat itu sertifikat dan surat 


keterangan dari rumah sakit ;--------------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan jika tidak diberikan rosyani akan dibawa ke 


kantor polisi ;-----------------------------------------------------------------------------= 
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Bahwa saksi menyatakan yang memfoto pada saat itu adalah anaknya; 


- Bahwa saksi menyatakan melihat sendiri saat difoto ;------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan ada saudara lain selain Linda Sahara yaitu, 
yang di PD Kembang, dijakarta dan Bu Linda hanya kenal ketika 


pemakaman ;------------------------------------------------------------------------------ 


- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu nama asli yang di PD Kembang 


hanya dipanggil si kembang ;-----------------------------------=--------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan tujuan Bu Linda mengambil sertifikat karena 


dia keluarganya ;------------------------------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan ada 15 pegawai yang bekerja disana :---------- 


- Bahwa saksi menyatakan 15 pegawai tidak tinggal disana :----------------- 


- Bahwa saksi menyatakan bisa tinggal disana karena setelah kremasi 


ikut mobil toko karena motornya berada digarasi jadi saksi ikut 


kerumah;-----------------------=----------------------------------------------------------= 


- Bahwa saksi menyatakan yang tinggal disana adalah pa Kinaria, Bu 


Rosyani dan Tiffany ;-------------------------------------------------------------------= 


- Bahwa saksi menyatakan belum pernah melihat Linda Sahara datang 
ketika Kinaria belum 


meninggal ;----------------------------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan ibu Linda tidak pernah melihat Tiffany saat 


- Bahwa saksi menyatakan kenapa bisa menyimpulkan mereka suami istr 


karena pak Kinaria bilang ini istrinya ;---------------------------------------------- 
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- Bahwa saksi menyatakan Tiffany mirip ayahnya ;------------------------------- 


- Bahwa saksi menyatakan usia Tiffany sekarang sudah kelas 3 SMP ;---- 


Bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan 
Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyerahkan 
kesimpulannya masing-masing tertanggal 31 Januari 2018 sebagaimana 


yang disampaikan pada persidangan tanggal 31 Januari 2018 


, 


Bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa 
Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyatakan tidak 
mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan yang  seadil- 


adilnya,--------------- 


Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum 
tercantum dalam putusan ini tertuang dalam Berita acara Persidangan dan 


dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini,------------- 
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 
sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap didalam duduknya perkara 


tersebut diataS;---------------------------------------------------------------------------------- 


Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang sedang 
dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut oleh 


Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah : --------- 


1 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 49/ 2004 tertanggal 27 Juli 2004, CSL : 


0061278, Atas Nama Tiffany Bertha Suryani, bukti P-1;------------------------ 


2 Kutipan Akta Kematian Nomor :3273-KM-26102015-0011 tertanggal 26 


Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang Putra bukti P-2 ; -------- 
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Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang meminta kepada 
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar objek sengketa ( bukti P-1 - 
bukti T-2 ) dinyatakan batal atau tidak sah serta minta dicabut, oleh Tergugat 
dan Tergugat Il Intervensi 1 dan 2 telah diajukan eksepsi sebelum 
memberikan jawabannya terhadap pokok perkara/ 


sengketa ;---------------------- 


Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan 
Tergugat Il Intervensi 1 dan 2 pada pokoknya adalah sama yaitu 


mempersoalkan mengenai hal-hal ;---------------------------------------=----------------- 


1. tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili 


perkara a quo (absolut competentie) ;------------------------------------------------- 
2. gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu (beroeps termijn) :--------- 
3. gugatan kabur (obscuur libelS) ;-------------------------------------------------------- 
4. kepentingan Penggugat / Legal standing ;------------------------------------------ 
5. gugatan Prematur---------+---------------------------------------------------------------- 


Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat dan 
Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut, maka sistematika dari pertimbangan 


hukum ini adalah :------------------------------------------------------------------------------- 


l. Pertimbangan Hukum tentang 


Eksepsi ;---------------------------------------------- 


ll. Pertimbangan Hukum tentang Pokok Perkara/sengketa dengan 
pengecualian jika eksepsi tidak diterima baru Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan pokok perkara/sengketa, dan sebaliknya jika eksepsi 
diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok 


perkaranya ;----------------------=----------------------------------------------------------- 
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Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistimatika tersebut diatas 
Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang 
diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dengan pertimbangan 


hukum sebagai berikut;------------------------------------------------------------------------ 
Dalam Eksepsi : ----------------------------------------------------------------------------- 


Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa “ 
Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap 
waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang 
kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena 
jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili 


sengketa yang bersangkutan 


selanjutnya ayat (3) menyebutkan :------------------------------------------------------- 


“ Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat 


diputus bersama dengan pokok sengketa “ ;--------------------------------------------- 


Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas,menurut 
Majelis Hakim yang relevan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah 
eksepsi dari Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenai 


kewenangan absolut Pengadilan ;------------------------------------------------=--------- 


Menimbang, bahwa untuk menilai Perkara Nomor : 122 /G/ 
2017 IPTUN.BDG apakah merupakan sengketa kepemilikan atau 
kewarisan yang merupakan kewenangan Peradilan umum atau Agama 
atau merupakan sengketa Administratif Negara / Tata Usaha Negara yang 
merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi 


acuan adalah obyek sengketa dan posita gugatan;------------------------------------ 
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Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fundamentun petendi 
gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 2 s/d 10 dan hal 7 petitum 
gugatan Penggugat dihubungkan dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan 
(5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
dan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara 
Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah 
sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau 
badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik 
di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata 
Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan 


perundang-undangan yang berlaku. ;------------------------------------------------------ 


Menimbang,bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- 
undang No. 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha 
Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat 
Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, 
individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau 


badan hukum perdata ;------------------------------------------------------------------------ 


Menimbang,bahwaSecara normatif batasan pengertian Keputusan 
Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan tata usaha negara 
diatur dalam pasal 1 butir (9) Undang-Undang Nornor 51 Tahun 2009. 
Ketentuan dalam pasal tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat 
disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan 


atau dapat diuji keabsahannya oleh Peradilan Tata Usaha Negara haruslah 
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mengandung keseluruhan elemen yang dicantumkan dalam ketentuan pasal 


tersebut. ;---------------------------------=---------------------------------------------------- -=-= 
Dikutip secara tekstual bunyi pasal tersebut sebagai berikut :---------------------- 


"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang 
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan 
hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan 


akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".;------ 
Elemen-elemen kumulatif dari ketentuan pasal tersebut adalah :------------------ 
1. Penetapan harus tertulis ;--------------------------------------------------------------- 
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;------------------- 
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;-------------------------------------- 
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;------------------ 
5. Bersifat konkrit, individual, dan final ;------------------------------------------------- 
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata--- 


Menimbang,bahwa dari paparan tersebut di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa erat kaitannya antara Keputusan Tata Usaha Negara 
dengan Pejabat Tata Usaha Negara , karena Keputusan Tata usaha Negara 
adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara atas dasar kewenangan yang dimilikinya di 


bidang urusan pemerintahan ;-----------------------------+--------------------------------- 


Batasan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam pasal 1 
butir (9) Undang-Undang PERATUN tersebut di atas menggambarkan 
yurisdiksi materill Peradilan tata usaha Negara, yaitu sebatas pada 


Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat TUN tersebut yang 


Halaman 71 dari 95 halaman Putusan Nomor 122/G/2017/PTUN.BDG 


Disclaimer 


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71 


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 


menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa 


dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.;------------------------------------------- 


Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan obyek sengketa berupa 
kutipan akta kelahiran dan kutipan akta kematian sebagaimana bukti P-1 - 
bukti T-2 Majelis Hakim hanya akan menguji dari aspek Hukum Administratif 
berkenaan dengan ada atau tidaknya cacat hukum administratif dalam 
proses penerbitan-obyek sengketa, sedangkan berkenaan dengan 
kepemilikannya dan kewarisannya bukan kewenangan hakim Pengadilan 


Tata Usaha Negara untuk menilainya ;---------------------------------------------------- 


Menimbang,bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut 
Pendapat Mejelis Hakim sengketa Perkara Nomor : 122/6G/2017/PTUN.BDG 
adalah merupakan sengketa Administrasi Negara yang merupakan 
kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan 
sengketa kepemilikan atau kewarisan yang menjadi wewenang absolut 


Peradilan Umum atau Pengadilan Agama ;---------------------------------------------- 


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut 
diatas, maka eksepsi dari Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan 
mengenai kewenangan Absolut adalah tidak beralasan hukum dan 


dinyatakan tidak diterima;--------------------------------------------------------------------- 


Dan Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan berwenang 


mengadili,memeriksa dan memutus Perkara Nomor : 122/6G/2017/PTUN- 


eksepsi yang mempersoalkan legal standing/kepentingan penggugat :---------- 


Menimbang, bahwa Hak gugat atau legal standing atau legitima 
persona standi ini yudicio sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang 


Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah 
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diberikan kepada orang ( Naturlijke person) dan Badan Hukum Perdata (recht 
person) syaratnya adalah merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan 
Tata Usaha Negara, untuk jelasnya dikutiif selengkapanya pasal 53 ayat 
(1)Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai berikut 

naa A a “Orang atau badan hukum perdata merasa yang 
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan 
gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan 
agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal 
atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau 


direhabilitasi “;--------- 


Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rumusan norma yang 
terkandung dalam pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 
tersebut diatas maka yang menjadi acuan ada tidaknya hak gugat dalam 
sengketa Tata Usaha Negara adalah “Kepentingan yang dirugikan” oleh suatu 


Keputusan Tata Usaha Negaraj---------------------------------------------------- 


Menimbang,bahwa dari bukti P-13,P-14,P-15 bahwa Penggugat 
adalah adik kandung dari Kinaria Santosa Encang Putra dari orang tua yang 


sama yaitu Tjen Siam Jin dengan Tjong Liam Kauw ;--------------------------------- 


Bahwa, Pengugat baru mengetahui Almarhum Kakak Penggugat 
memiliki seorang Istri pada saat meninggalnya, karena berdasarkan 
Pengakuan dari yang bersangkutan (Sdri Rosiyani). Dan kemudian yang 
bersangkutan menyampaikan memiliki Buku Nikah dan ternyata di kemudian 
hari Penggugat mengetahui terdapat pula Kutipan Akta Kelahiran Anak yang 
Dinyatakan dari pernikahan Almarhum Kakak Penggugat dengan Sdr. 
Rosiyani yang diterbitkan oleh Tergugat dengan menggunakan Buku Nikah 


UT 2050002 L NAN ANA N ALAN ANA A ANN ANA ANN N NAN ANN NAN NAN NN ANN 


Menimbang,bahwa buku nikah/akta nikah yang telah dinyatakan palsu 
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oleh Pengadilan Negeri kelas | A Bandung ( bukti P-4,P-5 ) telah 
dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk menerbitkan kutipan Akta 
Kelahiran Nomor 49/2004 Tanggal 27 Juli 2004 atas nama Tiffany Bertha 
Suryani dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-26102015-0011 Tanggal 
26 Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang Putra yang diterbitkan 
oleh Tergugat, oleh karenanya dasar atau syarat tersebut baru diketahui oleh 
Penggugat setelah Putusan Pengadilan yang menyatakan Kutipan/Akta 
Nikah/buku Nikah yang dipergunakan sebagai syarat tersebut ternyata 
sebagai surat palsu, maka Penggugat sebagai adik kandung dari Kinaria 
Santosa Encang Putra mempunyai kepentingan yang dirugikan atas 


diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Kematian tersebut ;------------ 


Menimbang,bahwa, dengan terbitnya Akta Kelahiran dan Akta 
Kematian tersebut bukti P-1 dan bukti P-2 jelas berakibat hukum bagi 
Penggugat secara konkrit dimana pihak yang mendapatkan Keputusan Tata 
Usaha Negara tersebut berupa Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Tergugat 
dapat memiliki hak sebagai Ahli Waris dan dapat melaporkan semua pihak - 


pihak terkait yang melanggar haknya.;---------------------------------------------------- 


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas 
eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa pihak Penggugat 
tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat obyek sengketa bukti P-1 
dan bukti P-2 adalah tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan tidak 


diterimaj;-------------------------------------------------------------------------------------- -=-= 
Eksepsi gugatan penggugat kedaluwarsa ;---------------------------------------------- 


Menimbang,bahwa selanjutnya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II 
Intervensi 1 dan 2 yang mempersoalkan gugatan yang diajukan Penggugat 
telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) dipertimbangkan oleh 


Majelis Hakim sebagai berikut ;------------------------------------------------------------- 
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Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah gugatan Penggugat 
yang diajukan telah lampau waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 
Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara ; maka Persoalan hukum yang perlu dijawab terlebih dahulu adalah 


sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------- 


1. Status Penggugat terhadap obyek sengketa bukti P-1,P- 


2. Kapan dimulai menghitungnya tenggang waktu bagi pihak ketiga yang 


tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara :------------- 


3. Secara kasuistis, kapan Penggugat dianggap telah rnengetahui adanya 


obyek sengketa ; ------------------------------------------------------------------------- 


Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang Undang Nomor : 5 tahun 1986 
menyebutkan bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 
sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya 


Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-------------------------------- 
Sedangkan Penjelasan dari Pasal 55 tersebut menyebutkan : ---------------.... 


“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara 
yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak 


hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat" :-------------- 


Menimbang, bahwa obyek sengketaKutipan Akta kelahiran Nomor : 
49/2004, Tanggal 27 Juli tahun 2004 (dua ribu empat), CSL : 0061278, Atas 
Nama Tifanny Bertha Suryani.,dan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-km 
-26102015- 0011, Tertanggal 26 Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa 


Encang Putra. ( Bukti P-1, Bukti P-2 ) ;---------------------------------------------------= 


Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Nama yang dituju didalam 


objek sengketa ( bukti P-1- bukti T-2) maka status Penggugat terhadap objek 


Halaman 75 dari 95 halaman Putusan Nomor 122/G/2017/PTUN.BDG 


Disclaimer 


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75 


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 


sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh 


Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa ;------------------- 


Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung 


sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut : --------------------- 
1. Reg. Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 ;------------------------- 
2. Reg. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994--------------------- 
3. Reg. Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 04 Maret 2002 ;------------------------ 
Yang mana dari Yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum:----------- 


"Bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak 
dituju langsung oleh suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang 
merugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung secara 


kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan 


kepentingannya tersebut ; -------------------------------------------------------------------- 


Menimbang, bahwa Yurisprudensi tetap tersebut sejalan dengan 
ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 
angka V Point ke-3 yang memberikan petunjuk sebagai berikut: " Bagi 
mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi 
yang merasa kepentingannya dirugikan maka, tenggang waktu sebagaimana 
dimaksud dalarn pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa 
kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan 


mengetahui adanya keputusan tersebut, ------------------------------------------------- 


Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita surat gugatan pada 
halaman 2  mendalilkan baru mengetahuinya obyek sengketa yang 
merugikan kepentingannya bukti P-1 = P-2 dengan mendasarkan pada Vonis 
atau Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 300/ Pid.B/ 2017/PN.BDG 


Jo. No. 214/ Pid/2017/ PT.BDG atas nama Terdakwa Rosiyani Jo. Putusan 
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Nomor 608/Pid.B/2017/PN.BDG atas nama Terdakwa/ terpidana Drs. Wawan 
Deniawan dan Suryantoni Hermawan, SH.I yang secara keseluruhan 
Keputusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van 
gewijsde) pada tanggal 5 September 2017 dan 6 September 2017, terkait 
dengan Penggunaan dan Pembuatan Surat Palsu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 263, ataupun Pasal 266 KUHPidana, yang dipergunakan dalam 
pengajuan kutipan Akta Catatan Sipil, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 
49/2004 tertanggal 27 Juli 2004 CSL : 0061278, atas nama Tiffany Bertha 
Suryani, dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-26102015-0011 
tertanggal 26 Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang Putra, yang 
diterbitkan oleh Tergugat maka atas dasar Putusan Pidana Nomor 
608/Pid.B/2017/PN.BDG dan Putusan Pidana 214/ Pid/ 2017/ PT.BDG 
gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan Pasal 
55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 atau setidak-tidaknya kurang dari 90 


hari, (bukti P-5 ,P-9 ,P-10 ) ;----------------------------------------------------------------- 


Menimbang,bahwa setelah meneliti bukti P-5 Putusan Nomor 
214/PID/2017/PT.BDG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk 


umum pada HariRabu Tanggal 16 Agustus 2017;------------------------------- 


Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menolak dalil- 
dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 2 yang mendalilkan telah 


mengetahui obyek sengketa pada Tanggal 5 dan 6 September 2017,------------ 


Menimbang, bahwa menurut Tergugat, dalam kedua perkara pidana 
Penggugat adalah juga sebagai Saksi Pelapor yang dalam perkara pidana 
dimaksud secara berulang telah disebutkan mengenai keberadaan kedua 
obyek gugatan ,Dengan demikian Penggugat mengetahui mengenai kedua 
obyek sengketa setidaknya sejak sebelum diputusnya perkara pidana 


dimaksud, sehingga gugatan a guo telah melampaui tenggang waktu 90 hari 
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sebagaimana diatur secara limitatif oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang 


Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;------------------- 


Menimbang,bahwa Tergugat II Intervensiberkaitan dengan eksepsinya 
tersebut memberikan. argumentasi hukum Penggugat telah mengetahui 


obyek sengketa bukti P-1 dan bukti P-2 ;------------------------------------------------- 


Setidak-tidaknya Tanggal 23 Desember 2015 pada saat BAP Penggugat 
sebagai saksi pelapor bukti Tergugat II Intervensi 1 dan 2 - VIBerita acara 


pemeriksaan ( saksi pelapor );--------------------------------------------------------------- 


Bahwa,Tanggal 25 Februari 2016 yang didalamnya menyebutkan saksi 
Pelapor Linda Sahara in litis Penggugat melaporkan Rosiyani yang 
mempergunakan akta kelahiran bukti P-1 atas nama Tiffany Bertha Suryani 
untuk pengajuan penetapan ahli waris ( bukti T II Intervensi 1 dan 2 —VII 


berita acara pemeriksaan tambahan saksi pelapor ) ;--------------------------------- 


Menimbang, bahwa logika hukum yang dibangun dalam pertimbangan 
ini oleh Majelis Hakim apabila tenggang waktu dalam mengajukan gugatan 
diukur berdasarkan dengan Berita acara pemeriksaan saksi pelapor yaitu : 
Tanggal 23 Desember 2015 atau berita acara pemeriksaan tambahan saksi 
pelapor yaitu : pada Tanggal 25 Februari 2016 atau sebelum adanya 
Putusan pidana makadengan mengikuti alur hukum eksepsi dari Tergugat 
dan Tergugat II Intervensi apabila Penggugat mengajukan. pembatalan 
kutipan akta kelahiran dan kutipan akta kematian bukti P-1,P-2 di PTUN yang 
mendailkan bahwa obyek sengketa diterbitkan berdasarkan dari turunan 
surat yang dipalsukan sedangkan pemalsuannya belum diputus pidananya 
maka gugatan yang demikian tentunya dalam tataran praksis akan 
dinyatakan tidak diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ) oleh Pengadilan 
Tata Usaha Negara karena harus dibuktikan dahulu 


pemalsuannya ;--------------------------------------- 
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Menimbang,bahwa apabila. mengukur tenggang waktu sebelum 
pidananya dijatuhkan atau Penggugat sudah meminta obyek sengketa 
dibatalkan karena dimohonkan dari turunan dari surat yang dipalsukan 
sedangkan dalil pemalsuannya sendiri masih harus dibuktikan terlebih dahulu 
di peradilan pidana maka kebenaran materil terhadap obyek sengketa sudah 
tidak bisa dinilai atau dijangkau oleh lembaga Pengadilan manapun 
sedangkan apabila gugatan pembatalan terhadap obyek sengketa menunggu 
dahulu proses penyelesaian putusan pidananya maka akan terkena tenggang 
waktu 90 Haridengan demikian kebenaran materil atas terbitnya obyek 


sengketa disandera dengan hal-hal formil;---------------------------------------------- 


Menimbang,bahwa argumentasi hukum eksepsi Tergugat dan 
Tergugat II Intervensi 1 dan 2 apabila menggunakan frame tolok ukur dengan 
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 angka V Point ke-3 
yang memberikan petunjuk sebagai berikut: " Bagi mereka yang tidak dituju 
oleh suatu Keputusan Tata. Usaha Negara tetapi yang merasa 
kepentingannya dirugikan maka, tenggang waktu sebagaimana dimaksud 
dalarn pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia “merasa” 
kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan 
mengetahui adanya keputusan tersebut maka gugatan Penggugat memang 
benar terbukti telah melewati tenggang waktu 90 Hari namun telah ada 
perubahan dalam penghitungan Tenggang waktu bagi pihak ketiga dalam 
pengajuan gugatan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI 
Nomor : 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 Tentang Pemberlakuan 
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 pada 
huruf ( E ) angka (1) yang menyebutkan :Tenggang waktu 90 ( Sembilan 
puluh ) Hari untuk pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh 
keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang- 


undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang semula 
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dihitung “ sejak yang bersangkutan “merasa “ kepentingannya dirugikan oleh 
keputusan tata usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata 
usaha Negara tersebut diubah menjadi dihitung “ sejak yang bersangkutan 
pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan 


kepentingannya “;-------------------------------------------------------- 


Menimbang,bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI 
Nomor : 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 kapan Penggugat 


pertama kali mengetahui obyek sengketa yang merugikan kepentingannya ;-- 


Menimbang, bahwa Mejelis Hakim berkesimpulan ; Penggugat 
dianggap telah mengetahui secara kasuistis adanya obyek sengketa yang 
merugikan kepentingannya adalah pada saat akta nikah dinyatakan palsu 
oleh Putusan Pidana yaitu pada Tanggal 15 Agustus 2017 sebagaimana bukti 
P-6 yang kemudian apabila dihitung mundur dari Tanggal 3 Oktober 
2017ketika surat Gugatan didaftarkan di kepaniteraan PTUN Bandung adalah 
terhitung 48 Hari maka masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari 


sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tesebut diatas 
maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan 
mengenai Gugatan Penggugat telah kedaluwarsa adalah tidak beralasan 


Hukum dan dinyatakan tidak diterima ;-------------------------------------------------- 
Eksepsi Gugatan Prematur j----------------------------==--==-===-----==---=--=-- -=-= === 


Menimbang,bahwa terbitnya Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh 
Tergugat ( Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung ) 
Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 
300/PDT.P/2004/PN.BDG.,Seharusnya Penggugat mengajukan Pembatalan 


Penetapan Pengadilan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu, dan setelah 
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ada pembatalan dari Pengadilan Negeri, Penggugat Baru saat mengajukan 


ke Pengadilan Tata Usaha Negara. ;------------------------------------------------------ 


Bahwa, dengan Penggugat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Tata 
Usaha Negara, Gugatan Penggugat dinyatakan Prematur Karena Penggugat 
belum membatalkan Penetapan Pengadilan Nomor : 300/PDT.P/2004 


PN.BDG, ke Pengadilan Negeri Bandung. ;--------------------------------------------- 


Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan a guo 
prematur adalah berpedoman pada Pasal 1 Angka 9 Undang-undang No. 51 
Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 
1986, yang menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu 
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, 
individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau 


badan hukum perdata". ;----------------------------------------------------------------------- 


Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa kutipan akta kelahiran 
dan kutipan akta kematian sebagaimana bukti P-1,P-2 yang indentik dengan 
bukti T1, T-2 adalah bersifat final karena obyek sengketa sudah merupakan 
keputusan akhir yang dapat dilaksanakan.tanpa persetujuan lagi baik oleh 
atasan Tergugat maupun instansi lain Artinya akibat hukum yang ditimbulkan 
serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif. yaitu 
menimbulkan akibat hukum terhadap seseorang atau badan hukum 
perdata.Di samping itu, pengertian harus menimbulkan akibat hukum berarti 
bahwa Keputusan TUN tersebut menimbulkan perubahan terhadap suasana 
hubungan hukum yang telah ada dan materi pokok perselisihannya tidak ada 
peraturan dasar yang mengatur adanya penyelesaian dalam lingkup internal 


serta tidak bergantung terlebih dahulu terhadap pembatalan Penetapan 
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Pengadilan Nomor : 300/PDT.P/2004 PN.BDG, ke Pengadilan Negeri 


Bandung dengan demikian eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima ;------ 
Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas/obscuur libels;---------- 


Menimbang, bahwa yang menjadi acuan bagi Majelis Hakim untuk 
menilai apakah gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) atau tidak, 
adalah Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur syarat formal yang harus 


dipenuhi oleh suatu surat gugatan, pada Pasal 56 ayat (1) tersebut 


ditetapkan bahwa “gugatan harus memuat”: 

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan Pekerjaan Penggugat 
atau kuasanya; 

b. nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat; 

Cc. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh 
Pengadilan: --- 


Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat 
gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa syarat-syarat 
sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut telah dipenuhi 
antara lain telah mencantumkan dengan jelas identitas Penggugat dan 
identitas Tergugat, kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan 
yang menjadi dasar gugatan serta telah mencantumkan hal yang diminta 


( petitum ) untuk diputuskan oleh pengadilan: 
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Menimbang, bahwa uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis 
Hakim telah berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi 
ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara dan gugatan Penggugat telah jelas dan tidak 
kabur maka beralasan menurut hukum apabila eksepsi Tergugat dan 
Tergugat Il Intervensi 1 dan Tergugat Il Intervensi 2 yang menyebutkan 
gugatan Penggugat kabur, tidak jelas ( obscuur libels ) dinyatakan tidak 


diterima; --------------------5nnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnna 


Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II 
Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dinyatakan tidak diterima seluruhnya, 
selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagi 


berikut ;--------------------------------------------i NAS ----------------------------------= 
Dalam Pokok Perkara ; ----------e ee 


Menimbang,bahwa yang menjadiobyek sengketa yang sedang 
dimintakan untuk dinyatakan batal atau tidakl sah serta dicabut oleh 
Penggugat kepada PTUN Bandung adalah ;Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 
49 /2004, atas nama Tiffany Bertha Suryani tertanggal 27 Juli 2004 dan 
Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-26102015-0011 tertanggal 26 


Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang Putra bukti P-1 dan Bukti 


Menimbang,bahwa yang menjadi alasan-alasan pokok penggugat 
minta dibatalkannya atau dinyatakan tidak sah dan dicabut obyek sengketa 
( bukti P-1 dan Bukti P-2 ) 


adalah ;----------------------------------------------------------- 


Bahwa,Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 
300/Pid.B/2017/PN.Bdg Jo. No. 214/Pid/2017/PT.Bdg atas nama Terdakwa 


Rosiyani Jo. Putusan Nomor : 608/Pid.B/2017/PN.Bdg, atas nama 
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Terdakwa / Terpidana Drs. Wawan Deniawan dan Suryantoni Hermawan, 
SH., yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap ( Inkracht van 
gewijsde ) Penggugat telah secara jelas dan tegas secara yuridis dapat 
menyatakan Akta Nikah Nomor : 351/146/V1/1994 tanggal 25 Juni 1994 yang 
dikeluarkan. oleh Kantor Urusan Agama ( KUA ) Rancaekek Kabupaten 
Bandung atau dengan menggunakan Duplikat Akta Nikah Nomor 

675/29/X11/2001 tanggal 31 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor 
Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Cicendo Kota Bandung, telah dinyatakan 
secara hukum Palsu. Dan oleh karenanya terhadap turunan yang 
mempergunakan Akta Nikah A guo dapat dinyatakan cacat yuridis, termasuk 
Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 49 /2004, atas nama Tiffany Bertha Suryani 
tertanggal 27 Juli 2004 dan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM- 
26102015-0011 tertanggal 26 Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa 
Encang Putra yang diterbitkan oleh 


Tergugat. :------------------- 2520000000 noona 


Bahwa, dengan belum terdapatnya pembatalan terhadap Surat 
Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, tentunya hal ini sangat merugikan 
Penggugat dimana potensi Penggunaan Surat yang Cacat Yuridis tersebut 
dapat membawa implikasi hukum bagi Penggugat. Disamping itu secara jelas 
dan nyata berdasarkan keterangan saksi dari KUA (Kantor Urusan Agama) 
Kec. Rancaekek Kab. Bandung, Buku Nikah / Akta Nomor : 351/146/VI/1994 
tanggal 25 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ( KUA ) 
Rancaekek Kabupaten Bandung, dinyatakan Tidak Tercatat Atas Nama 
Rosiyani dan Kinaria E.P. (Almarhum kakak Penggugat ) akan tetapi tercatat 
atas nama orang lain yaitu Sopyan Ansori Wijaya dan Eneng Imas Yusmati. 
Dan tanda tangan yang terdapat pada Buku Nikah tersebut Bukan Tanda 
Tangan Petugas KUA Yang Bersangkutan / Yang Berwenang Menurut 


Keterangan Saksi Selaku Petugas Kua Rancaekek. Sehingga akta / buku 
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nikah yang diajukan guna mendapatkan Keputusan dari Tergugat telah 


secara nyata tampak Cacat Yuridis dan telah dinyatakan Palsu.,----------------- 


Menimbang,bahwa Tergugat telah membantah gugatan penggugat 


tersebut dengan memberikan argumentasi hukum Sbb ;----------------------------- 


Bahwa rangkaian dalil tersebut menggambarkan kekeliruan mendalam 
gugatan a guo dengan menghubung-hubungkan kedua Putusan Pidana 
tersebut dengan penerbitan obyek gugatan, karena kedua obyek gugatan 


terbit sebelum kedua putusan pidana tersebut. ;---------------------------------------- 


Bahwa Tergugat ketika menerbitkan kedua obyek sengketa a guo tidak 
dalam posisi melakukan uji materiil atas kebenaran persyaratan, sehingga 
kalaupun ternyata di dalam lampiran persyaratan ada yang terindikasi palsu, 
Tergugat bukanlah Hakim Pidana yang memutuskan bahwa telah terjadi 
tindak pidana pemalsuan atau memasukk.an keterangan palsu yang 
dilakukan oleh seseorang atau sesuatu badan hukum. Tergugat hanyalah 
Pejabat Tata Usaha Negara yang oleh negara diberikan wewenang untuk 
menerbitkan suatu produk dengan dasar bahwa persyaratan penerbitannya 


telah lengkap dan terpenuhi. ;---------------------------------------------------------------- 


Bahwa ,perlu Penggugat pahami bahwa Pengadilan dalam melakukan 
penilaian atau pengujian mengenai berdasar tidaknya gugatan yang diajukan 
oleh Penggugat menurut dasar-dasar pengujian yang ditentukan dalam Pasal 
53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
hanya memperhatikan fakta- fakta, kerangka kebijaksanaan dan keadaan 
hukum yang ada pada saat keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu 
dikeluarkan (ex tunc), dan HARUSdilakukan terlepas dari pengaruh 
perubahan keadaan yang terjadi selama itu, incassuvonis kedua putusan 


pidana tersebut adalah di Tahun 2017 ini, sehingga pengujiannya tidak bisa 
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dengan serta merta menggunakan kedua putusan pidana termaksud.:---------- 


Menimbang,bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi memberikan 
argumentasi hukum sebagai 
berikut ;------------------------------------------------------ 


Bahwa, Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian oleh Kepala 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sudah sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pasal 36 Peraturan 
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1998 
Tentang penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kotamadya 


Daerah TK. Il.;------------------------------------------------4-------==------------------------- 


Bahwa, Penggugat didalam Gugatannya mendalilkan alasan-alasan 
Gugatannya dengan adanya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung 
Nomor : 300/Pid./B20J7/PN.BDG Jo. No.214/Pid/2017 /PT,BDG Terdapat 
Surat Palsu dan dipergunakan oleh Terpidana Rosiyani, sebagai dasar 
mengajukan gugatan ke PTUN Bandung dikarenakan adanya Potensi 


Kerugian Bagi Penggugat ;------------------------------------------------------------------ 1 


Bahwa, alasan Penggugat tersebut diatas sangatlah Keliru dengan 
menghubungkan dengan kedua Putusan Pidana dikarenakan kedua obyek 
Gugatan tersebut telah ada sebelum kedua putusan Pidana dan tidak ada 
kaitannya dengan Putusan Perkara Pidana Tersebut, dan Kedua Putusan 


tersebut tidak bisa dijadikan acuan Pertimbangan hukum ;-=------------------------ 


Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf(a) dan (b) 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, bagi Pemerintah adalah berlaku 


sebagai norma umum Pemerintahan (bestuur norment) ;---------------------------- 
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Menimbang, bahwa oleh karena berlaku norma umum Pemerintah 
(bestuur norment ) maka ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf ( a) dan ( b) 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, bagi Pemerintah bersifat kumulatif, 
dalam arti Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan tidak boleh 
mengandung cacat yuridis pada point atau huruf (a) dan (b) Pasal 53 Ayat (2) 


tersebut ;--------------------------------------------------------------------------------------- ==- 


Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada peraturan perundang- 


undangan tersebut diatas maka tolak ukur keabsahan tindakan pemerintah 


1. Kesesuaian menurut Undang-Undang ;---------------------------------------------- 


2. Kesesuaian menurut Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik 


(AAUPB) 1 MP M-——— -=-= -=-= +- 


Menimbang,bahwa suatu keputusan dapat dinyatakan 


memuat kekurangan yuridis karena mengandung unsur- 


2) Paksaan ( dwang ) atau sogokan 


( omkoping ) ;---------------------- 


3) Kesesatan ( dwaling ) atau kekeliruan 


( khilaf ) ;--------------------- 


Menimbang,bahwa Keputusan yang dikeluarkan yang 
mengandung unsur-unsur- penipuan,paksaan,sogokan,kesesatan 


atau kekeliruan ( khilaf ) dapat berakibat batal atau dibatalkan 
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,demikian pendapat DR.S.EMarbun,SH,MHum didalam bukunya 
pada halaman 159 yang berjudul “Peradilan Administrasi Negara 
Dan Upaya Administrasi Di Indonesia “ cetakan ketiga Tahun 2011, 


penerbit FH UII Press.j-----------------.- 


Menimbang,bahwa dengan mengikuti doktrin tersebut diatas Majelis 
Hakim akan menguji obyek sengketa ( bukti P-1 dan bukti P-2 ) apakah 


terdapat kekurangan yuridis dalam penerbitannya ;----------------------------------- 


Menimbang,bahwa dari gugatan,jawaban replik,duplik,dan bukti-bukti 
maupun saksi-saksi terungkap adanya hal-hal yang tidak dibantah baik oleh 
Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dan telah 
menjadi fakta-fakta hukum yaitu bukti P-4,P-5,P-6 Putusan Pengadilan 
Negeri Bandung Nomor 300/ Pid.B/ 2017/PN.BDG Jo. No. 214/ Pid/2017/ 
PT.BDG atas nama Terdakwa Rosiyani Jo. Putusan Nomor 
608/Pid.B/2017/PN.BDG atas nama Terdakwa/ terpidana Drs. Wawan 
Deniawan dan Suryantoni Hermawan, SH.yang secara keseluruhan putusan 
tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) pada 
tanggal 5 September 2017 dan 6 September 2017, terkait dengan 
Penggunaan dan Pembuatan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 263, ataupun Pasal 266 KUHPidana, yang dipergunakan dalam 
pengajuan kutipan Akta Catatan Sipil, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 
49/2004 tertanggal 27 Juli 2004 CSL : 0061278, atas nama Tiffany Bertha 
Suryani, dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-26102015-0011 
tertanggal 26 Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang Putra, yang 


diterbitkan oleh Tergugat bukti P-1 dan bukti P- 


Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatassurat 


keputusan obyek sengketayang dikeluarkan Tergugat terdapat adanya unsur 
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penipuan ( Bedrog ) yang dilakukan oleh Rosiyani dalam pengajuan 
permohonannya sebagaimana bukti P-4 , P-5, karena telah melawan hukum 
memberikan data-data yang tidak sebenarnya untuk memperoleh kutipan 


akta kelahiran dan akta kematian bukti P-1 dan bukti P-2 : ------------------------- 


Menimbang,bahwa menurut DR.SF Marbun,SH,M.hum, didalam 
bukunya pada halaman 179 yang berjudul “Peradilan Administrasi Negara 
Dan Upaya Administrasi Di Indonesia “ cetakan ketiga Tahun 2011, penerbit 
FH UII Press, suatu keputusan dapat dinyatakan batal demi hukum dan 


dinyatakan batal demi hukum apabila :---------------------------------------------------- 
a) terdapat kesalahan prinsip mengenai materi ;--------------------------------- 


b) dibuat oleh badan/pejabat tata usaha Negara yang tidak berwenang 


untuk hal itu ;----------------------------------------------------------------------- -=-= 


c) karena alasan-alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan oleh 


SÌapapUun;------------------------------------------------------------------------------ =- 


d) dikeluarkan melalui tindakan-tindakan yang melawan 
hukum,penyuapan,penipuan,persengkongkolan dan melalui tindak 


pidana korupsi ;------------------------------------------------------------------------ 


Pembatalan demi hukum suatu keputusan wajib ditetapkan oleh 
badan/pejabat tata usaha Negara dan diberitahukan kepada pihak 


yang terkait ;---------------------------------------------------------------------------- 


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut 
diatas telah terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata 
Usaha Negara a quo bukti P-1 dan bukti P-2 secara substansial terdapat 
Cacat kehendak yang ditimbulkan oleh pemohon in litis Rosiyani dengan 
adanya unsur penipuan bedrog untuk memperoleh obyek sengketadengan 


itikad tidak baik dilakukan dengan cara melawan Hukum menggunakan surat 
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palsu sebagaimana bukti P-4, P-5,sehingga terdapat cacat pembuktian data 
yuridisnya oleh karenanya cukup beralasan hukum Keputusan Tata Usaha 
Negara a quo bukti P-1 dan bukti P-2 dinyatakan batal dan diperintahkan 


kepada Tergugat untuk dicabut;----------------------------------------------------------- 


Menimbang,bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan 
lebih, bagaimana perlindungan hukum Tiffany Bertha Suryani atau bagi 
masyarakat atau anak-anak dari orang tuanya yang terlanjur telah 


melakukan nikah dibawah tangan ;--------------------------------=--------==------------- 


Menimbang,bahwa Pasal 7 ayat (2) dalam Kompilasi Hukum Islam 
menyatakan “ bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan 


dengan akta Nikah dapat diajukan itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama “ 


Menimbang,bahwa  Istbat Nikah sebagai jalan keluar dari 
permasalahan perkawinan yang tidak mempunyai akta Nikah yang masih 
ditemukan dalam masyarakat karena sebab-sebab tertentu agar orang-orang 
yang tidak berdosa jangan sampai kehilangan hak-haknya sebagai akibat 
perkawinan yang tidak tercatat tersebut ( dikutip dari halaman 27 dan 28 
buku yang berjudul Kepastian Hukum “ Itsbat Nikah “ Terhadap Status 
Perkawinan ,Status Anak Dan Status Harta Perkawinan ,Penerbit Puslitbang 
Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung 


Ri, Tahun 2012 );------------------------------------------------------------===-------=====------ 


Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas 
maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya oleh karena 
telah beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka 
berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II 


Intervensi sebagai pihak yang dikalahkan dalam sengketa ini dihukum untuk 
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membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan 


disebutkan dalam amar putusan ini ;----------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang 
terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan 
Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti serta 
keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah 
diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan 
pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa in litis, 
namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat bukti 
yang relevan dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi 


satu kesatuan dengan Putusan ini j------------------------------------------------------- 


Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 


serta peraturan lainnya yang terkait dengan sengketa ini :------------------------- 


MENGADILI: 


DALAM EKSEPSI ; mann NAM Wabah 


Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II 


Intervensi 2 Tidak Diterima seluruhnya. ;-------+---------------------------------------- 


DALAM POKOK PERKARA !-------------------------------------=------=-------------------------- 


1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;------------------------ 
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2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat berupa :---------------------- 


a) Akta Kelahiran Nomor : 49/ 2004 tertanggal 27 Juli 2004, CSL : 


0061278, Atas Nama Tiffany Bertha Suryani, dan ------------------------ 


b) Akta Kematian Nomor :3273-KM-26102015-0011 tertanggal 26 


Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang 


3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mancabut :------------------------------- 


a) Akta Kelahiran Nomor : 49/ 2004 tertanggal 27 Juli 2004, CSL : 


0061278, Atas Nama Tiffany Bertha Suryani dan :----------------.- 


b) Akta Kematian Nomor :3273-KM-26102015-0011 tertanggal 26 


Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang 


4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 Dan Tergugat II 
Intervensi 2 Untuk Membayar Biaya Perkara Secara Tanggung 


Renteng Sebesar Rp 300.000,- ( Tiga Ratus Ribu Rupiah ) :-------------- 


Demikian Diputus Dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Pada Hari Senin, Tanggal 12 
Pebruari 2018, Oleh YARWAN, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua Sidang, 
JULIAH SARAGIH, S.H., M.H. dan MURSALIN NADJIB, S.H. Masing- 
Masing Sebagai Hakim Anggota. Putusan Tersebut Diucapkan Dalam Sidang 


Yang Terbuka Untuk Umum Pada Hari KAMIS, Tanggal 15 Pebruari 2018 
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Oleh YARWAN, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua Sidang, JULIAH 
SARAGIH, S.H,. M.H. Dan MURSALIN NADJIB, S.H. masing-Masing 
Sebagai Hakim Anggota Dengan Dibantu Oleh NASIB ILLAHI, S.E, S.H., 
Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 
Dengan Dihadiri Oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 


tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 Tergugat II Intervensi 2:- 


HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA SIDANG 


JULIAH SARAGIH, SH., M.H. YARWAN ,SH., MH 


HAKIM ANGGOTA, 


MURSALIN NADJIB, SH. 


PANITERA PENGGANTI, 


NASIB ILLAHI , S.E, S.H. 
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Perincian Biaya Perkara : 


- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,- 
- ATK : Rp. 125.000,- 


- Panggilan-panggilan : Rp. 125.000,- 


- Pemeriksaan Setempat : Rp. - 
- Redaksi : Rp. 5.000,- 
- Leges : Rp. 3.000,- 
- Materai Penetapan : Rp. 6.000,- 
- Materai Putusan : Rp. 6.000,- 
JUMLAH : Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) 
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